KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA

Yth.

1. Para Pejabat di Lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara;

2. Para Anggota di Tim Transisi Pendukung Persiapan, Pembangunan,
dan Pemindahan Ibu Kota Negara;

3. Para Satgas Ibu Kota Nusantara di Kementerian/Lembaga;

4. Para Pemangku Kepentingan dari Sektor BUMN/BUMD dan Badan
Usaha Swasta; dan

5. Para Pemangku Kepentingan di Sektor Lainnya.

SURAT EDARAN
NOMOR: 01 /SE/Kepala-Otorita IKN/X/2022
TENTANG
PENETAPAN BUKU PANDUAN ONE MAP, ONE PLANNING, ONE POLICY
(1 MPP) SEBAGAI PEDOMAN INFORMASI RENCANA PERSIAPAN DAN
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN IBU KOTA NUSANTARA YANG
TERINTEGRASI LINTAS KEMENTERIAN/ LEMBAGA

1. LATAR BELAKANG
Bahwa dalam rangka merangkum secara menyeluruh kebijakan
teknis yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan
tentang Ibu Kota Nusantara, perlu dikemas ke dalam sebuah
perencanaan terpadu mulai dari perencanaan induk sebagaimana
telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang

Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, dan perencanaan tata

ruang ...

x



4.

ruang sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 64
Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional
Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2024.

Menindaklanjuti pembangunan Ibu Kota Nusantara yang sedang
berjalan, perlu mengedepankan konsep One Map, One Planning, One
Policy (selanjutnya disebut “1 MPP”) dalam  rencana  persiapan
dan pelaksanaan pembangunan Ibu Kota Nusantara yang terintegrasi

lintas kementerian/lembaga pemerintahan.

Berdasarkan hal tersebut, perlu menetetapkan Surat Edaran Kepala
Otorita Ibu Kota Nusantara tentang Penetapan Buku Panduan One
Map, One Planning, One Policy (1 MPP) Sebagai Pedoman Informasi
Rencana Persiapan dan Pelaksanaan Pembangunan Ibu Kota

Nusantara yang Terintegrasi Lintas Kementerian/Lembaga.

Maksud Dan Tujuan

Maksud dan tujuan Surat Edaran ini untuk menjadi pedoman atau
panduan bagi Otorita Ibu Kota Nusantara dan kementerian/lembaga
maupun para pemangku kepentingan dalam melaksanakan kegiatan

persiapan dan pelaksanaan pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini memuat pedoman mengenai
informasi rencana persiapan dan pelaksanaan pembangunan Ibu
Kota Nusantara yang terintegrasi lintas kementerian/lembaga yang

meliputi 3 (tiga) buku panduan.

Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766);

b. Peraturan ...



Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pendanaan
dan Pengelolaan Anggaran dalam Rangka Persiapan,
Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara serta
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota
Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6789);

Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu
Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 102);

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian
Rencana Induk Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 103);

Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata
Ruang Kawasan Strategis Nasional [bu Kota  Nusantara
Tahun 2022-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 104);

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perolehan
Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di Ibu Kota Nusntara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 104);
Keputusan Presiden Nomor 9/M Tahun 2022 tentang
Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota
Nusantara; dan

Peraturan Kepala Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Otorita Ibu Kota Nusantara.

5. Isi Edaran

a.

Memuat informasi rencana persiapan dan pelaksanaan
pembangunan Ibu Kota Nusantara;
Sebagai panduan yang merangkum secara menyeluruh

kebijakan teknis yang terdapat di dalam peraturan

perundang-undangan ...

q.



perundang-undangan tentang IKN (one-policy), dan dikemas ke

dalam sebuah perencanaan terpadu mulai dari perencanaan

induk, perencanaan tata ruang, dan perancangan Kawasan (one-
planning), serta yang berbasis satu data-peta dasar (one-map);
c. Buku Panduan 1 MPP terdiri atas:

1) Buku Panduan Implementasi berjumlah 183 halaman,
berisikan penjelasan umum perencanaan IKN sebagai Kota
Dunia untuk Semua, strategi implementasi pembangunan,
linimasa pembangunan, secara khusus Tahap I tahun 2022-
2024 yang dilengkapi peta keterpaduan pembangunan, dan
kerangka implementasi pembangunan IKN.

2) Buku Panduan Investasi berjumlah 63 halaman, berisikan
gambaran umum mengenai IKN, linimasa investasi,
dukungan pemerintah terhadap peluang investasi,
mekanisme investasi, serta penjelasan sektor-sektor dan
indikasi lokasi yang menjadi peluang untuk investasi di IKN;
dan

3) Buku Saku berjumlah 28 halaman, berisikan penjelasan
singkat, lugas dan padat antara lain mengenai perencanaan
induk (2022-2045), prioritas pengembangan Tahap I (2022-
2024), nilai-nilai transformasi berbudaya di IKN, skema

pendanaan, dan potensi peluang investasi di IKN.

6. Penutup
Surat Edaran Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara ini mulai berlaku
pada tanggal ditetapkan.

Demikian ...

%



Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan

sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 6 Oktober 2022

KEPALA

l,",OTORI'I‘A IBU KOTA NUSANTATA

—

BAMBANG SUSANTONO
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Prakata

Buku Saku 1MPP.merupakan bagian dari 3 (tiga) buku informasi rencana persiapan dan pelaksanaan
pembangunanlbu Kota Nusantara (IKN), yang meliputi: panduan implementasi, panduan investasi, dan buku
saku. Disebut sebagai dokumen One Map, One Planning, One Policy (1MPP), karena merangkum secara
menyeluruh kebijakan teknis yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan-tentang IKN (one-
policy), dan dikemas ke dalam sebuah perencanaan terpadu mulai dari perencanaaninduk, perencanaan tata
ruang, dan perancangan kawasan (one-planning), serta yang berbasis satu data-peta dasar (one-map).

Buku Saku 1MPP berisikan penjelasan singkat, lugas dan padat antara lain mengenai perencanaan induk
(2022-2045), prioritas pengembangan Tahap | (2022-2024), nilai-nilai transformasi berbudaya di IKN, skema
pendanaan, dan potensi peluang investasi di IKN.

Masukan, kritik dan saran sangat diharapkan untuk menyempurnakan Dokumen 1MPP dan pelaksanaan
pembangunan IKN, Kota Dunia untuk Semua.

Semoga bermanfaat.
Jakarta, September 2022

Kepala Otorita lbu Kota Nusantara

Bambang Susantono



Otorita lbu Kota Nusantara

Ibu Kota Nusantara di Pulau Kalimantan

Pemindahan Ibu Kota Negara ke
Kalimantan sejalan dengan upaya untuk
mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang
lebih inklusif dan merata, yaitu dengan s Kot
pemindahan pusat gravitasi ke luar pulau Q Nusantara
Jawa 3 d

lbu Kota Negara yang baru direncanakan
dan dibangun dengan standar baru yang

lebih tinggi, berkualitas, adaptif, inovatif, | 8DKl Jakarta % X

. k Ibu Kota'Negara saat ini \ S
berkesetaraan gender dan inklusif, Y. >
berkeadilan, berkelanjutan, dan
bermartabat.

Pemindahan Ibu Kota Negara ke
Kalimantan didasarkan pada beberapa
pertimbangan seperti pemerataan
pembangunan serta pengurangan beban
Jakarta sebagai salah satu pusat kegiatan
ekonomi nasional.

Sumber: Undang-Undang No.3 Tahun, 2022 dan Peraturan Presiden No.63\ahun 2022 tentang Perincian Rghc¢anha Induk Ibu Kota Nusantara




Otorita lbu Kota Nusantara

Dasar Hukum

Pembangunan Ibu Kota Nusantara UU 3/2022 tentang Ibu Kota Negara
dilandasi oleh beberapa peraturan

perundang-undangan:

Ve v k—\v R,

___________________________

' PP No. 17/2022 | Perpres No. Perpres Na. Perpres No. Perpres No. i RPP i RPP !
' tentang PENDANAAN | 63/2022 tentang 62/2022 tentang 64/2022 tentang 65/2022 tentang | Kewenangan i1 tentang ,
' dan Pengelolaan | PERINCIAN OTORITA Ibu RENCANA TATA Perolehan i Khusus Otorita || Pemberian |
' Anggaran dalam RENCANA Kota Nusantara RUANG (RTR) TANAH dan i lbuKota || Perizinan |
' Rangka Persiapan, i INDUK Ibu Kota Kawasan Strategis Pengelolaan i Nusantara akan || Berusaha, |
' Pembangunan, dan | Nusantara Nasional (KSN) Ibu Pertanahan di i ‘melalui proses i1 Kemudahan |
: Pemindahan Ibu Kota | Kota Nusantara Ibu Kota | konsultasi || Berusaha, I
i Negara serta i Tahun 2022-2042 Nusantara | dengan DPRRI || dan I
i Penyelenggaraan i | terlebih dahulu. || Fasilitas 0
| Pemerintahan Daerah i Lo "1 Khusus ]
| Khusus Ibu Kota ! | Pembiayaan !
| Nusantara ! | dilbuKota
i t ! | Nusantara
i RPermen Bappenas i Perka OtoritaIKN | RPerka Otorita IKN i L S A _:
' tentang KPBU IKN ; No. 1/2022 | tentang:
"""""""""" tentang Organisasi. | |
dan Tata Kerja b < SDTR W RN :
Otorita Ibu Kota | el | Keterangan
Nusantara '« RDTRWPKIPP |
i « RDTR WP IKN i 4 Telah ditetapkan
v Timur | i | Telah ditetapkan, namun
" . RDTR WPIKN I .:::: dalam proses revisi
i Timurll E | Belum ditetapkan




Pembagian Wilayah Perencanaan (WP)
(L_WPIKN BARAT ,( WPIKNSELATAN’

o Pusat pemerintahan o

Pusat ekonomi, o EnergiBaru

nasional (istana bisnis dan keuangan  Tarparukan
negara, perkantoran o Pariwisata Alam (EBT)
K/IL, Diplomatic o Pelayanan o Permukiman
Compound; dll) Kesehatan Perdesaan
o Pertahanan & o Pelayanan 4
Keamanan Pondidikan Tinggl 1 D WEHNPTARA
o Perumahan dan o Pertahanan & Luas: 12.067 Ha
Permukiman Keamanan
ﬁ (ﬁ ﬁ WP KN TIMUR 2
WP IKN TIMUR 1 WP IKN TIMUR 2 WP IKN UTARA EUas 3120 Ha
o Pusat Hiburan o Pusat o Pusat Riset & WP IKN BARAY
(International Pendidikan Inovasi Loeslitatelis WLF: ;E’;‘%M‘gm
Amusement Park), Tinggi o Pelayanan
Sport Center o Pusat Riset & Pendidikan
o Pariwisata Ioedusi Tinggi WP KIPP
o Perdagangan & Jasa 5 perdagangan & © Pusat Luas: 6.671 Ha
o Pelayanan Jasa Perkantoran”
Pendidikan T|ngg| o Perkantoran o Pariwisata WP IKN <
o Pertahanan & o Pelayanan EE:QEQNHQ] ¢
Keamanan Kesehatan

we S|MP/$I§§AMBOJZ’ OISV 2N P (WP MUARA JAWA ’

o Pusat distribusi & o Pusat‘pelayanan publik

o Pusat agroindustri

perdagangan dan industri pangan o Pusat kegiatan perbasis
komoditas o Perumahan pertanian & perikanan
kawasan o Perumahan dan

o Perumahan dan Permukiman
Permukiman

1| IKN: Kota Dunia untuk Semua

u

®

0 2 4 6
K

WP
MUARA
JAWA
Luas: 9.084 Ha

WP Luas: 4.2 QJ:
SIMPANG " 7P
SAMBOJA \V
Luas: 2.986 Ha " ‘

3 ’<\~ .
)

Sumber: Peraturan Presiden No.64 Tahtin2022 tentang RENCANA TATARYANG (RTR) Kawasan Strategis Nasional (KSN) Ibu Kota Nusantara

Tahun 2022-2042, Lampiran X

m



Otorita lbu Kota Nusantara
lbu Kota Nusantara

Wilayah Ibu Kota Nusantara

~“100962ha KPIKN

Katasan Pengembangan Ibu Kota Nusantara -

s6.180ha 'KIKN _...:

Kawasan Ibu Kota Nusantara ¢ ’{'

e’

6671ha DK IPP

Kawasan Inti Pusat Pemerintahai

o

KAWASAN PERAIRAN
LAUT K

\C. 9 y
LUAS TOTAL IKN LUAS WILAYAI-TE?ARATAN 2 68.188 y;
1 4

256.142 Ha
324.332 Ha LUAS WILAYAH PERAI

Y,
Meliputi kawasan Darat dan N 4

Perairan Laut 681 88 H&§ o5 L4 3

Sumber: Undang-Undang No.3 Tahun,2022 dan Peraturan Presiden No.63yI'ehun 2022 tentang Perincian Ren¢ana Induk Ibu Kota Nusantara, n



Otorita lbu Kota Nusantara

Visi dan Tujuan lbu Kota Nusantara

Kota AT AT 02 Pengger_ak I_Ekonomi
01 ‘ Berkelanjutan < v A HA - RS Indonesia di Masa Depan
di Dunia : ’ :

' Peluang Ekonomi Nyaman dan Efisien
Aman dan Selaras dengan Tangguh untuk melalui Teknologi dan
Terjangkau Alam Semua Inovasi

&
oo S'rkl© .. Ay /A 03 ‘ Simbol Identitas
let zero irkular dan .
emission Tangguh Nasional
*;j Terhubung, AKf, L&"—% o Keindahan Indonesia — Bhineka
Y1 dan Mudah Diakses Co Ve e

Otorita Ibu Kota Nusantara Lo W e Kerjasama Pemerintah &
¢ Badan Usaha (KPBU)

Kolaborasi Tiga Kota |——— — Sektor Prioritas Masa Depan

Infrastruktur Cerdas |———— Kota Layak Huni —| Pemerintah yang Efektif dan Efisien

dan Konektivitas

Sumber: Undang-Undang No.3 Tahun 2022 dan Peraturan Presiden No&63 Fahun 2022 tentang Perincian Regicana Induk Ibu Kota Nusantara




Otorita lbu Kota Nusantara

Prinsip dan Indikator Kinerja Utama Pembangunan IKN

1. Selaras 2. Bhinneka 3. Terhubung, 4. Rendah Emisi 5. Sirkuler dan 6. Aman dan 7. Nyaman dan 8. Peluang
Dengan Alam Tunggal lka Aktif dan Mudah Karbon Tangguh Terjangkau Efisien melalui Ekonomi untuk

Diakses

Instalasi kapasitas >10% dari Mewujudkan

0>75% dari 256.142 100% integrasi 80% perjalanan @ e e @ lahan 258D Ranking 10 @ pefingkat sangat 0% kemiskinan

Ha area untuk seluruh dengan o yA—— Ha tordt besar kota tinggi dalam £- pada populasi
ruang hijau (65% penduduk transportasi 100% kebutuhan untX paling layak huni Government Ibu Kota
area dilindungi dan publik atau energi Ibu Kota Eutinan di dunia pada Development Nusantara pada
12;/0 :rrsa produksi mobilitas aktif NUEETE ki tahun 2045 Indlex (EGDI) oleh tahun 2035
pang pangan PBB
100% penduduk 100% warga @ 10 menit ke 60% 60% daur @ Pemukiman yang 1QQ% konektivitas Pendapatan
dapat dapat fasilitas penting penghematan ulang ada dan terencana digital dan domestik regional
mengakses mengakses dan simpul energi untuk timbulan dikawasan 256.142 teknologi, bruto (PDRB) per
ruang hijau layanan sosial/ transportasi konseaS limbah padat Ha memiliki akses |nforma_15|, gerta kapita sgtara
el GelEm masyarakat publik energi dalam di tahun 2045 .terhadap ) komunikasi untuk ekonomi
10 menit dalam waktu 10 gedung |nfmstruktur penting semua penduduk berpendapatan

menit di 2045 dan bisnis tinggi
100% penggantian 100%ruang @ <50 menit Net zero 100% air @ Perumahan layak, @ >75% kepuasan Rasio Gini
ruang hijau untuk publik dirancang Koneksi transit emission untuk limbah akan aman, dan dunia usaha atas regional
setiap bangunan menggunakan ekspres dari Ibu Kota diolah melalui terjangkau yang layanan digital terendah di
bertingkat prinsip akses Kawasan Inti Nusantara di sistem mer_nenuhllrasm Indonesia di
institusional, universal, Pusat 2045 di kawasan pengolahan hunian berimbang. 2045
komersial, dan kearifan lokal, Pemerintahan 256.142 Ha pada tahun
hunian serta desain ke bandara 2035

yang responsif strategis pada

gender dan tahun 2030

inklusif

Sumber: Undang-Undang No.3 Tahun 2022 dan Peraturan Presiden No&63 Fahun 2022 tentang Perincian Regicana Induk Ibu Kota Nusantara




Otorita lbu Kota Nusantara
lbu Kota Nusantara

Proyeksi Jumlah Populasi Penduduk Ibu Kota Nusantara

1,168
1,7-1,9 Juta Penduduk akan menghuni 256 ribu Ha wilayah IKN di tahun 2045

1,005
Tenaga Kerja 867
I Populasi Tanggungan 759
I Penduduk Eksisting
dalam delienasi IKN
*) angka dalam ribuan 13
493
422
365 ;
258 ‘
o |
153 159 i 164 Q 168 171
-l E e | |
Total

Populasi 488.409  1.283.589 1.452.967 1.666.121 1.911.988

éﬁ l. 2022-2024 Il. 2025-2029 1l. 2030-2034 IV. 2035-2039 V. 2040-2045

Pemindahan tahap Membangun Ibu Kota Melanjutkan Membangun seluruh
awal Nusantara sebagai area pembangunan lbu Kota infrastruktur & ekosistem reputasi sebagai
inti yang tangguh Nusantara dengan lebih tiga kota untuk “Kota Dunia untuk
progresif percepatan Semua”
pembangunan
Kalimantan

Mengokohkan

Sumber: Undang-Undang No.3 Tahun 2022 dan Peraturan Presiden No,63Fahun 2022 tentang Perincian Refeana Induk Ibu Kota Nusantara
Bab VI Penahapan Pembangunan leuKota Nusantara




Otorita lbu Kota Nusantara

Linimasa Pembangunan Ibu Kota Nusantara

&

Penahapan
Pembangunan
IKN

l. 2022-2024

Pemindahan tahap awal

Infrastuktur dasar yang
utama selesai dibangun
dan beroperasi
(infrastruktur penyediaan
air minum,
ketenagalistrikan, TIK,
pengelolaan persampahan,
dan air limbah) untuk
penduduk pionir

e g g e T —

Membangun saranautama
(mis. Istana Kepresidenan,
perkantoran, dan
perumahan).di KIPP

Pemindahan ASN tahap
awal (termasuk TNI, Polri)

Inisiasi sektor-sektor
ekonomi prioritas

/_> l1l. 2030-2034

Melanjutkan pembangunan
Ibu Kota Nusantara dengan

y [I.2025-2029

Membangun Ibu Kota
Nusantara sebagai area inti
yang tangguh

Fasilitas transportasi
umum baik primer
maupun. sekunder sudah
dapatpligunakan

Perluasan kawasan
permukiman ASN dan
TNI/Polri dan perkantoran
pemerintahan pusat

Proses pemindahan ASN>
diperkirakan dapat
diselesaikan

Pengembangan riset dan
talenta serta universitas
unggulan

Pembangunan lanjutan
dan pemeliharaans.\
infrastruktur dgsar

4

lebih progresif

Pengembangan utilitas
terintegrasi serta KA
akses Bandara

Pemindahan lanjutan
personel TNI/Polri

Pengembangan kawasan
industri dan sektor lain
dalam klaster ekonomi
superhub

Penguatan kota cerdas,
. pusat digital, serta
pendidikan Abad ke-21

Peningkatan investasi
dan kapasitas produksi
klaster ekonomi \

/-) IV. 2035-2039

Membangun seluruh
infrastruktur & ekosistem
tiga kota untuk percepatan
pembangunan Kalimantan

Perkembangan pesat di
bidang pendidikan, dan
kesehatan sebagai motor
penggerak sektor ekonomi

Penguatan ketahanan
sosial-budaya masyarakat
serta peningkatan
kapasitas lembaga
pendidikan dan riset

Penambahan kapasitas
infrastruktur dasar seiring
peningkatan jumlah
populasi

Peningkatan kapasitas dan
diversifikasi klaster
ekonomi dan infrastruktur
pemampu di Daerah Mitra

Vs V. 2040-2045

Mengokohkan reputasi
sebagai “Kota Dunia untuk
Semua”

Pengembangan angkutan
umum massal berbasis
jalan dari KA di IKN dan
Daerah Mitra sekitarnya

Pemantapan infrastruktur. _

dan utilitas terintegrasi
Stabilnya pertumbuhan

terbarukan
Pengembangan industri

Sumber: Undang-Undang No.3 Tahup,2022 dan Peraturan Presiden No&3,TFahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara

Bab VI Penahapan Pembangunan Ibu Kota Nusantara




Otorita lbu Kota Nusantara
Ibu Kota Nusantara \ \ \

Tahap 1 - Prioritaé\:Pengembang;éﬁ di Kawasan :I;h’\[:i Pusat Pemerintahan

S subwPiA©
2.876 ha

Sub WP1B
2.037 ha

Sub WP1C
1.758 ha

SubWPIA &
P‘ri’or‘i’tas pengembéﬁgan tahap'1~‘. ’ ’
A "+ Luas2.876 hektar, dengjaﬁ érea pengembangan se]uaé 921 hektar
.« Fungsi utama sebagai pusat pemerintahan \}




Otorita lbu Kota Nusantara

-
B «flstana Negara

< PSR
rkantoran Kemenko -

Mlxed Use Kepadatan Tlngg %2
(Perdagangan /Jasa, T ™%
Perkantoran Swasta, Hunlan




Transformasi Berbudaya
Ibu Kota Negara

Berbudaya

Melestarikan Alam Berbangsa&
Bernegara

Otorita lbu Kota Nusantara

&h
& Key Performance
Indiicator(KPI)
Bermobilisasi




Transformasi
Melestarikan Alam

0,2*
Penyerapan Karbon
dari total emisi CO2

>50*
Tanaman Asli
Kalimantan

Otorita lbu Kota Nusantara

Konektivitas Ekologi

Konektivitas ekologi
melalui kontinuitas
ruang terbuka,
kesinambungan
koridor hijau jalan &
koridor hijau ekologi.

Peningkatan Keanekaragaman
Hayati
Pemanfaatan
koridor ekologis

sebagai taman
habitat.

& M : »
¢ »
Habitat Terrestial Habitat Habitat Terrestial

(Flora& Fauna) Akuatik (Flora& Fauna)

Pemanenan & Pengelolaan Air Hujan

Manajemen limpasan air melalui strategi konservasi, pemanenan
(harvesfmg), penggunaan kembali (reuse) dan pengisian ulang (recycle)

( ﬁ

Konssrvam

Melestarikan dan
mempertahankan sebanyak
mungkin pola drainase alami

Pemanenan Penggunaan kembali dan
Pengisian ulang.
Mengarahkan limpasan air hujan
dari jalan yang berdekatan dan
pengembangan ke penanam
ruang terbuka menyaring
limpasan untuk meningkatkan
efisiensi air

Penangkapan curah
hujan pada musim-hujan
untuk mengimbangi
kebutuhan irigasi
selamamusim kemarau




N

A\

Transfarmasi Q>
Berbanhgsa dan Bernegara

Merayakéh’ s beragaman; . s

.Y

\

Kekayaan Peradaban & ==

Khasanah Kebudayaanihdonesia=:

a

Otorita lbu Kota Nusantara

YangMaha

Aspek ":‘\ | "f:_ Aspek
Kehidupan | &+ - e v e U (- renidopan
Primer Sekunder

Kuasa& Luhur

v

Manusia

Konsep.Sumbu Kebangsaan

Filosofi Sumbu sebagai representasi Nilai Luhur — Manusia — Alam
merupakan reposisi Kosmologi Nusantara.

Representasi Sejarah, Alam, &
Budaya Nusantara

Ruang publik sebagai perayaan kesatuan dalam keberagaman
dan memperkuat kebersamaan gotong royong dan kolaborasi.
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Transfarmasi
N Fasilitas bersama dan
Bermukim ruang komunal warga

N\

Konektivitas Tidak
Terputus
Konektivitas terintegrasi

tidak terputus antar
kompleks hunian.

Ruang kolaboratif aktif
warga pada lantai
dasar

Future Village

Adaptasi budaya hunian
horizontal pada susunan
vertikal untuk mencapai
efisiensi dan fleksibilitas
lahan.

Hunian Hijau dan
Cerdas
Aplikasi teknologi pada

infrastruktur bermukim
kawasan dan unit hunian.

Hunian berkufalitas. 2 T et e
ang Inklusif, Cerdas, [ Modul Unit Hunian
olaboratif, Kompak & | | ’ Kompak

(Compact Living Modules)

berba'ISis padg Konsep l ! ' Y Modulasi guna memaksimalkan
1 0- m’nutes C’ty \ | X R penggunaan ruang hunian

kompak.
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N

. ®

s
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Otorita lbu Kota Nusantara

O
s Tr?{.@?s’\formasi
& / Bermobilisasi A

\
/7

> Kota 10 Menit
Melayani warga kota
dalam pencapaian 10
menit'dari dan menuju
semua fasilitas.

‘Mobilitas Hijau . i) : . - X proras e
5 R | ~ N Tertinggi Terendah
(Green Mobility) ‘berorientasi:. . . . 1 e
XA .y o Rl : = =S Berorientasi Manusia e ’”[
kepada' Pejalan Kakl,? y g ' 7 T N & Pejalan Kaki — ek os
. RumahKaca
Pesepeda & Transportasi - .* W T (People'& Transit Oriented)
e : : 0 Mobilitas efisien dan efektif Ruang
berorientasi manusia dan h“3
berbasis transit terpadu. IVans)orasi PUDHC
Kerentanan E Kebisingan

I oo |

‘-
-

Terendah Kendaraan Pribadi Tertinggi

Konektivitas Pejalan Kaki
Terintegrasi

Konektivitas pejalan
kaki kawasan yang
menerus dan
terintegrasi pada
berbagai level lapis
bangunan.

100*
Jnffasruldur. a Future Ready Infrastruktur Infrastruktur Jalan
_Pejalan Kaki Infrastructure Cerdas & Memiliki Jalur Sepeda
tidak Terputus Terintegrasi
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W, - g, . :
Lo = T 1 e e T i e 4, = Ruang Kerja
Transformasi & L L A o
g RS : kg - Hybrid W
Bekerja - W

lebih efisien dan fleksibel.

Terintegrasi
dengan

Alam

(Blended with Nature)
Area kerja terintegrasi
koridor hijaumenciptakan
perkantoran yang sehat
dan nyaman.

ProgramBerlapis
(Multi-Layered Program)

! s ! f i R & gt a ) Kombinasi fungsi
Ko mp‘re KssiPemerintahan. > S P 53 - ke perkantoran dan fasilitas
& > ) & , v ! 3 serta komersial bersifat

yang  Terkonsolidasi ' . - s == T B ouwik
‘ v : = ; B RuangKerja

Berkesinambungan
(Seamless Workplace)

e

) -

y o 2 o o R : e 3 . ; Akses multifungsi publik-
Iy Z ¢ s i o g % ? ) Ny
4 ’ e s 2 A - N b privat antar ruang kerja
- y " PR o P ol g N ! dan ruang kolaboratif antar
y 2 | e B "o = ot g, Kementerian dan Lembaga.

ZonaKerja
Terintegrasi
(Integrated Zones)

Area kerja inklusif dengan
dan konektivitas visual yang

C—— B - me— terbuka.
T, AN AR B |

e = X e Ruang Kerja Siap
- « ] N ) =
Sy ““100% pada Teknologi
GreeprBuilding pada— Masa-Depan
= -Bangunan Publik — i (Future-Ready WorgZice)
= 1] - Antisipasi teknologi masa

= _‘_ ‘ 50- 8 Oeff - _, ‘. mendatang melalui

3 H infrastruktur berbasis
! RS !:’er,?ﬁg;:ﬂaan Energl A!tema digital dan e-Governance.
.
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Konsep Pengembangan
Ibu Kota Nusantara




iraga

Pengembangan Kawasan

Kota Hutan " Forest City

Kota yang didominasi bentang lanskap
berstruktur hutan/Ruang Terbuka
Hijau, dengan pendekatan lanskap
terintegrasi untuk kehidupan yang
berdampingan dengan alam

‘:Z?j PRINSIP {‘?,gjl

h Konservasi
Nol deforestasi keanekaragama
L ) n hayati
e 7 :
Peningkatan Pelibatag
stok karbon Masy2RgIcal
_ J Adat & lokal
-

AT

Pengelolaan [ Perbaikan tata
hutan kelola & tata

berkelanjutan ) guna lahan

PN 4)

Sponge.City

Q@:sistem perairan sirkular yang
menggabungkan arsitektur, desain
tata kota, infrastruktur, dan prinsip
berkelanjutan

(. Area perencanaan berperan seperti
spons yang menyerap air hujan,
menyaring melalui proses-alami dan
melepaskan air ke bendungan,
saluran air, dan akuifer

Kota Nusantara

(Archipelago City)
» “Pemurnian dan pemanenan air
«_Ketahanan banijir

¢ Pelestarian dan peningkatan
ekologi

Kota Berdaya Serap
(Absorbent City)
» ‘Efisiensi sistem .sumber daya

* memberikan manfaat kepada
masyarakat

Kota Terintegrasi
(Integrated City)
Tujuan Sponge City

Otorita lbu Kota Nusantara

Kota Cerdas Smart City

Komponen smart cify mengidentifikasi elemen
nilai tambah yang memanfaatkan kemajuan
teknologi informasi & komunikasi, pengelolaan
data perkotaan, dan teknologi digital untuk
memberikan manfaat yang lebih besar bagi
IKN.

6 KATEGORI INISIATIF KOTA CERDAS

PRINSIP
s N N
Sistem [ Keselamatan &
Perkotaan Keamanan
§ J
s A N

Pemerintah cEm

- [ Lingkungan
Keberlanjutan )

\
)
Akses dan &
Mobilitas Kehidupan

Sumber: Peraturan Presiden No.63 Takun’2022 tentang Perincian Rencanainduk Ibu Kota Nusantara,
Bab Ill Prinsip Dasar Pembangunan,|bu Kota Nusantara
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Konsep Pengembangan Ibu Kota Nusantaga

IKN Sebagai Kota Hutan Yang Berkelanjutan

KPI 1.1 menunjukan adanya komitmen IKN untuk menjaga minimal 75% wilayahnya sebagai ruang hijau (65% area
dilindungi + 10% area produksi pangan) dari total luas wilayah KSN IKN seluas 256.142 hektare. Sementara itu,
Rencana Pola Ruang pada Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Nasional (IKN) IKN Tahun 2022-2024,

menunjukkan-rinician kawasan hijau di IKN sebagai berikut.

Usaha mewujudkan IKN sebagai Kota Hutan yang

+16 % Berkelanjutan
Restorasi kawasan mangrove
Rehabilitasi Iubang bekas tambang
Persemaian skala besar di Mentawir (120 ha)

Pengembangan agroforestri

Area Non-hijau . Kawasan Budidaya Reforestasi hutan dan taman tematik
. Area Hijau . Kawasan Lindung




Mesin Baru Penggerak Ekonomi

Strategi Pengembangan Ekonomi
IKN dan Kalimantan Timpr'i\

o Diversifikasi dan Sektor
(© Ekonomi Baru-

o Prinsip Pengembangan
(O Industri: Sustainable, Green,
and Technologically
Aadvanced

Samarinda

o Pembangunan Ibu Kota
(® Negara sebagai Prime-
moverPemulihan Ekonomi
Pasca COVID-19

Otorita lbu Kota Nusantara

Samarinda sebagai Jantung: Pusat sejarah

Kalimantan Timur dengan sektor energi yang

diremajakan

 ~Pusat pemerintahan untuk Kalimantan  Timur

» _Mercusuar untuk penambangan batubara
berkelanjutan

+ Basis manufaktur baru untuk-energi terbarukan

IKN sebagai Pusat saraf: Inti pemerintah dan pusat
inovasi hijau untuk wilayah ini

» Pusat layanan.pemerintah dan masyarakat

» Pusat inovasi dan pusat bakat

* Industri bersih dan berteknologi tinggi

» Basis untuk pariwisata untuk wilayah tersebut

Balikpapan sebagai Otot: simpul hilir migas dan

logistik untuk Kalimantan Timur

* Hilirisasi Industri Pengolahan minyak & gas menjadi
petrokimia

* Pelabuhan utama untuk provinsi dan.wilayah

Kalimantan Timur sebagai Paru-paru: Pertanian Hulu
dan Pusat Wisata Alam

* Pengembangan wisata alam dan wisata kebugaran
* Pengembangan produksi pertanian hulu yang
terhubung dengan sektor hilir agrioindustri

Sumber: Peraturan Presiden No.63 TaRur 2022 tentang Perincian Rencana#hduk Ibu Kota Nusantara,

Bab Ill Prinsip Dasar Pembangunan,|bu Kota Nusantara




Otorita lbu Kota Nusantara

[ @ rnEe.180Ha) ]| @ Balipapan )
Pendidikan abad ke-21 Farmasi Terintegrasi
Pusat badan litbang dan Industri Kimia Maju dan
inovasi Energi Rendah Turunannya: Petrokimia

Karbon

Ekowisata, Pariwisata Perkotaan, g‘g;;)?;y;::ﬁ?;ggful%n
Wisata MICE, Wisata Medis dan 9
Kebugaran, Agroteknologi

Pusat badan litbang Farmasi > @ Bawasanlindustikarangau

Terintegrasi

S

[ . Samarinda ] @ Industri Kimia Maju dan

Turunannya: Petrokimia

Energi Rendah Karbon
Pertambangan Berkelanjutan dan
Gasifikasi Batubara

Y

Industri Masa Depan yang
Berbasis Energi Terbarukan

Farmasi Terintegrasi

. Wilayah Kalimantan Timur
lainnya

Ny

! ' ) Kawasan Industri
Industri Pertanian Berkelanjutan Buluminung

- -

Ekowisata dan Wisata Alam

\ Energi Rendah Karbon:
2 @ Pertambangan Berkelanjutan dan
\ Gasifikasi Batubara Industri Kimia Maju dan

s
[—. Maloy (MBTK) ] JEQ‘ Turunannya: Oleokimia
&

@ Industri Pertanian
Berkelanjutan

(i Energi Rendah Karbon { Energi Rendah Karbon:
Selat Makassar N\ Biofuels \ Biofuels
¢ ¢ Industri Kimia Maju dan
N b Turunannya
Oleokimia

Sumber: Peraturan Presiden No.63 TaRua'2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara,
Bab Ill Prinsip Dasar Pembangunan Ibu Kota Nusantara
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Kerja Sama Antar. Daerah

Pengembangan kerja sama dan kolaborasi IKN dengan
Daerah Mitra* dilaksanakan mengacu:

X RTR KSN Ibu Kota RTRW Pulau
7 Nusantara Kalimantan

Sektor pembangunan dalam kerja sama antar daerah:

R @ Ekonomi dan % Pariwisata dan Ekonomi
: Industri & Kreatif
S Logistik dan % .
R Energi dan
. Konekigitas Ketenagalistrikan
Z50,
= L
giNrdan . Pertanian dan Ketahanan
Ketenagakerjaan Pangan

pertumbuhan baru '

Nusantara - p! -0 =2
skala nasional !

4 Perlindungan dan E
Pengelolaan LH 7 Pengelolaan SDA

‘s
N2 A\

*Daerah Mitra adalah kawasan tertentu di Pulau Kalimantan yang
dibentuk dalam rangka pembangunan dan pengembangan superhub
ekonomi IKN, yang bekerja sama dengan Otorita IKN, dan ditetapkan
melalui Keputusan Kepala Otorita IKN

Beraasarkan Ketentuan Umum. Perpres No.63/2022

Sumber: Peraturan Presiden No.63 Takun'2022 tentang Perincian Rencananduk Ibu Kota Nusantara,
Bab VII Kerangka Implementasi




Konsep Pengembangan Ibu Kota Nusantaga

Pembangunan Sosial dan Sumber Daya Manusia lbu Kota Nusantara

(5 3
& .
Sosial .

o Pembangunan sosial'dengan
mengakui keragaman komunitas
yang saat ini tinggal di dalam dan
di sekitar lokasi IKN dalam
perencanaan dan pengembangan
kota,

o Kerangka strategi sosial
diarahkan untuk mengintegrasikan
kegiatan komunikasi, kegiatan
pembangunan ekonomi, dan
strategi spasial.

o integrasi sosial ekonomi
dikembangkan untuk membentuk
nilai-nilai sosial yang telah ada,
membangun keterampilan
masyarakat, dan memungkinkan
masyarakat lokal menjadi.bagian
pembangunan ekonomi IKN.

Pemampu (key enablers)
membutuhkan integrasi yang kuat
antara kegiatan tata ruang,
pembangunan ekonomi, dan
komunikasi-dalam
pengimplementasiannya.

o

@ Kesehatan
3 Komponen
Framework kota sehat IKN:

2) Masyarakat
3) Lingkungan

Kota Sehat i 1) Individu
IKN

Strategi kota sehat:

o Mengarusutamakan Aspek
Kesehatan dalam Pembangunan
Ibu Kota/Nusantara

o Menyediakan akses ‘pelayanan
kesehatan yang berkualitas dan
merata

o Memperkuat sistem kesehatan
termasuk untuk kesiapan
penanganan pandemi penyakit

Otorita lbu Kota Nusantara

\J
. andldlkan

Prinsip dasar pendidikan di IKN
diarahkan kepada konsep
pendidikan Abad 21: membangun
ekosistem pendidikan terbaik
untuk memenuhi kebutuhan
talenta masa.depan di klaster
ekonomi

Strategi pendidikan:

1. Penyediaan layanan pendidikan
yang merata, berkualitas, dan
inklusif;

2. Pengembangan Best in Class
Teaching University dan
Research University

Ketenagakerjaan

Penciptaan Lapangan Kerja

o Tahap Awal Pembangunan:
penciptaan‘lapangan kerja akan
difokuskan.pada sektor
konstruksi dan sektor
pendukung pembangunan
(Kuliner, pakaian, dan
keterampilan lainnya).

o Jangka menengah dan panjang:
pemindahan IKN akan menjadi
sumber pertumbuhan ekonomi
baru dan menjadi penggerak
ekonomi untuk Kalimantan
Timur dan sekitarnya.

Strategi ketenagakerjaan:
Menyiapkan sistem.pelatihan dan
penyaluran tenaga kerja secara
inklusif dan afirmatif sesuai
kebutuhan pembangunan Ibu Kota
Nusantara

Sumber: Peraturan Presiden No.63 Taktn'2022 tentang Perincian Rencgnatinduk Ibu Kota Nusantara,
Bab Ill Prinsip Dasar Pembangunan|bt Kota Nusantara




Kerangka Perﬁi&iayaan
Ibu Kota Nusantara

Otorita lbu Kota Nusantara




ara

Skema Pendanaan

Perencanaan =

&

Ke an pembiayaan
_persiapan, pembangunan, dan
- pemindahan Ibu Kota Negara
didasari oleh dua asumsi utama,
yaitu:

1. Kebutuhan pembiayaan dan
investasi untuk
pembangunan keseluruhan.
atau sebagian dari kawasan
lbu Kota Nusantara beserta
konektivitas antar-kota yang

[ | N
diperlukan {\

2. Proyeksi pspmasi sesuai
dengan tahapan
pembqngu}an dan
pemindahan  ASN dan
pegawai lembaga negara
‘independen/badan  publik,

NI, dan Polri dari Jakarta ke
M "
-+ Ibu Kota Nusantara dan
jumlah penduduk yang akan
terbangkitkan atas kegiatan
ekonomi yang tumbuh di lbu
Kota Nusantara

APBN

KPBU IKN

Kerjasama Investasi
dengan Badan
Usaha

Dukungan
Pendanaan/
Pembiayaan
Internasional

Pendanaan Kreatif
(Creative Funding/
Financing)

Pemanfaatan BMN
dan/atau
pemanfaatan ADP

Pajak khu

dan/atau pungutan
khusus IKN

5 Skema pendanaan lainnya

Otorita lbu Kota Nusantara

J

e ; )
kPBUarif KPBU availability KPEL, Bgeppialsesual
(userpayment) payment dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan
4 ) [nvestasi BUMN Investasi swasta K _— \
Investasi melalui yang memperoléh erjssradma Srianegls
BUMN penugasan dari insentifatau K e kafa g "
yang Pemerintah fasilitas*khusus eséetﬁ)&,\?;g EIEIE
bekerja sesuai dengan sesuai dengan Otorita Ib u;uts
sama ketentuan ketentuan N or\ta g ——
dengan peraturan peraturan L:;ir” aﬁ‘/ etﬂgfﬂ
swasta Perundang- perundang- ¢ ka‘t | Sl
) 3 _J undangan undangan SLEIL TR /
-
Hibah Dana talangan
-
s
Crowd fundling Dana filantropi CSR Carbon Trade
N\
(
“wa Kerjasama Bangunp-guna serah/
pemanfaatan (KSP) bangun'sérah guna

Sumber: Peraturan Presiden No.63 Tahun2022 tentang Perincian Rencana iriduk Ibu Kota Nusantara,

Bab VII Kerangka Implementasi




Kerangka Pembiayaan Ibu Kota Nusantara
Otorita Ibu Kota Nusantara

Potensi Peluang Investasi di Ibu Kota Nusantara (Project Preparation in

Peluang Investasi di IKN (Beroperasi 2024 dan Setelah 2024)

Infrastruktur Dasar Transportasi Kota Cerdas & Digital Hub Ekowisata & Wisata Kebugaran Inklusif
® Penyediaan Air Minum JR\ Akses Jalan Tol IKN - Industri 4.0 untuk Sektor #f Ekowisata & Wisata Kebugaran
&4 Pengelolaan Limbah Cair Kereta Ekspress Bandara i, EkS|st|ng. *& Wisata Alam dan Margasatwa
¥ Pengelolaan Limbah Padat = (Airport Express Line) T(.ak.nologl Kota Cerdas Urban Tourism/Multi-Purpose Hotels
Penyediaan Air Baku A4 Pengembangan Pelabuhan Pendidikan Abad ke-21 Wisata Kesehatan
g Perumahan Kariangau dan Semayang 4 SMK Industri Kimia Maju
Pengembangan Energi A Pengembangan Bandara @ |nStitl:J'['STEM §§E Petrokimia
4 Pengembangan PLTS Sepinggan i) Perfdldlkan.12 Tahun _ &k Oleokimia
Pengembangan PLTS Apung di Industri Pertanian Berkelanjutan Industri Terbarukan Masa Depan
Bendungan Sepaku Semoi 0 Protein Nabati 25 Perakitan Sel PV
Transportation & Ekstraksi Tumbuhan Perakitan Kendaraan Listrik Roda Dua
'@' Sistem BRT ¥ Produk Herbal dan Nutrisi Energi Rendah Karbon
s /ntellgent Transport System & Farmasi Terintegrasi B Biofuels
Transit System ® Bahan Farmasi Aktif @ Elektrifikasi, Digitalisasi dan Rehabilitasi Pertambangan
[=r Angkutan Barang Perkotaan E; Biosimilar E Gasifikasi Batu Bara dan OEM

Investasi prioritas di KIPP IKN Non-APBN

wpia

A e N

v la

Rumah Sakit Internasional Kawasan Perkantoran dan Jasa Mixed Use, Komersiai Nlaga

Fasilitas Pendidikan Terpadu
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Prakata

Buku Investasi 1TMPP merupakan bagian dari 3 (tiga) buku informasi rencana persiapan dan pelaksanaan
pembangunan lbu Kota Nusantara (IKN), yang meliputi: panduan implementasi, panduan investasi, dan buku
saku. Disebut sebagai dokumen One Map, One Planning, One Policy (1MPP), karena merangkum secara
menyeluruh kebijakan teknis yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan tentang IKN (one-policy),
dan dikemas ke dalam sebuah perencanaan terpadu mulai dari perencanaan induk, perencanaan tata ruang,
dan perancangan kawasan (one-planning), serta yang berbasis satu data-peta dasar (one-map).

Sebagaimana yang tercantum di dalam PP Nomor 17/2022 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran
dalam Rangka Persiapan, Pembangunan dan Pemindahan Ibu Kota Negara serta Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, sumber pendanaan untuk pembangunan IKN dapat melalui
APBN dan sumber lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan. Hal ini memungkinkan dibukanya
peluang kemitraan dan investasi sebesar-besarnya, dan kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).

Buku Investasi 1MPP berisikan gambaran umum mengenai IKN, linimasa investasi, dukungan pemerintah
terhadap peluang investasi, mekanisme investasi, serta penjelasan sektor-sektor dan indikasi lokasi yang
menjadi peluang untuk investasi di IKN.

Masukan, kritik dan saran sangat diharapkan untuk menyempurnakan Dokumen 1MPP dan pelaksanaan
pembangunan IKN, Kota Dunia untuk Semua.

Semoga bermanfaat.

Jakarta, September 2022
Kepala Otorita lou Kota Nusantara

Bambang Susantono
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1| IKN: Kota Dunia untuk Semua

Pemindahan Ibu Kota Negara

Pemindahan lbu Kota Negara ke Kalimantan
sejalan dengan upaya untuk mewujudkan
pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif
dan merata, yaitu dengan pemindahan
pusatbgravitasi ke luar pulau Jawa

|Ibu Kota
Nusantara

lbu Kota Negara yang baru direncanakan
dan dibangun dengan standar baru yang
lebih tinggi, berkualitas, adaptif, inovatif,

berkesetaraan gender dan inklusif, ,
berkeadilan, berkelanjutan, dan 3

bermartabat.
9DKI Jakarta | N

Pemindahan Ibu Kota Negara ke Pulau Ibu Kota NSO@i@@aaiin:

Kalimantan didasarkan pada beberapa 3
pertimbangan seperti pemerataan )
pembangunan serta pengurangan beban \ b
Jakarta sebagai salah satu pusat kegiatan \
ekonomi nasional.

Ciri Utama Ibu Kota Negara

Identitas Nasional Modern dan Cerdas, Hijau, Tata Kelola yang Pendorong
Berstandar Indah, dan Efektif dan Efisien Pemerataan
Internasional Berkelanjutan Ekonomi di
Kawasan Timur ¢
@ Balikpapan
’" Q\ / Makassar
’* & A \a @ k D.DD Strait

Sumber: Undang-Undang Na@:8, Tahun 2022 dan Peraturan Presiden No.63 Tahun 2022'tentang
Perincian Rencana Induk IbeKota Nusantara, Bab | Pendahuluan




1] IKN: Kota Dunia untuk Semua

Visi dan Tujuan IKN

Kota 02 Penggerak Ekonomi
Indonesia di Masa Depan

Berkelanjut A . ; .
01 | seamvn (OTADUNIA g
" uNTUKSEMUA T

L E\J\ D1

o &
=TS Peluang Ekonomi Nyaman dan Efisien
Aman dan Selaras dengan Tangguh untuk melalui Teknologi dan
Terjangkau Alam Semua Inovasi
(ﬁg N
A | |
Net sruman RN < By B O 3 ‘ Simbol Identitas
let zero irkular dan >
emissfon Tangguh Nasional
QI& Keindahan Indonesia — Bhineka

Terhubung, Aktif,

kc /|- dan Mudah Diakses @ Tunggal lka

Kerjasama Pemerintah &
Badan Usaha (KPBU)

Otorita Ibu Kota Nusantara | _—| .

Kolaborasi TigaKota |—— 5 4 g i ™, .~ Sektor Prioritas Masa Depan
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>75% dari 256.142 Ha

menit

100% penggantian
ruang hijau untuk
setiap bangunan
bertingkat institusional,
komersial, dan hunian

100% integrasi

100% ruang publik
dirancang
menggunakan
prinsip akses
universal, kearifan
lokal, serta desain
yang responsif
gender dan inklusif

‘Diakses

80% perjalanan

<50 menit koneksi
transit ekspres dari
Kawasan'Inti Pusat
Pemerintahan ke
bandara strategis
pada tahun 2030

Karbon

Instalasi kapasitas

area untuk ruang hijau seluruh penduduk dengan transportasi energi terbarukan
(65% area dilindungi 100% warga dapat publik atau mobilitas akan memenunhi
| O,
dan 10% area @ mengakses layanan Al 100/6_klgbu;u?an
produksi pangan) sosial/ masyarakat 10 menit ke fasilitas Energl | rota
: : usantara
@ 100% penduduk dapat dalam-waktu 10 penting dan simpull
mengakses ruang hijau menit transportasi publik @ 60% penghematan
rekreasi dalam 10 energi untuk

konservasi energi
dalam gedung

Net zero emission
untuk lbu Kota
Nusantara di.2045 di
kawasan 256.142 Ha

Sumber: Peraturan Presiden Ne.63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara,
Bab Il Visi, Tujuan, dan Prinstp Ibu Kota Nusantara
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>10% darilahan
256.142 Ha tersedia
untuk kebutuhan
produksi pangan

60% daur ulang
timbulan limbah
padat di tahun 2045

100% air limbah
akan diolah melalui
sistem pengolahan
pada tahun 2035

6

Aman dan
Terjangkau

@

Ranking 10 besar kota
paling layak huni‘di
dunia pada-tahun 2045

Pemukiman yang ada
danderencana di
kawasan 256.142 Ha
memiliki akses
terhadap infrastruktur
penting di 2045

Perumahan layak,
aman, dan terjangkau
yang memenubhi rasio
hunian berimbang.

v

| Nﬁ‘m an dan
Efisien
melalud

Al

Teknol

¥
¥ 5 “ Y

Mewujudkan
peringkat sangat
tinggi dalam E-
Government
Development Index
(EGDI) oleh PBB

100% konektivitas
digital dan teknologi,
informasi, serta
komunikasi untuk
semua penduduk dan
bisnis

>75% kepuasan
dunia usaha atas
layanan digital

1| IKN: Kota Dunia untuk Semua

2/2

®

0% kemiskinan pada
populasi Ibu Kota
Nusantara pada tahun
2035

Pendapatan domestik
regional bruto (PDRB)
per kapita setara
ekonomi
berpendapatan tinggi

Rasio Gini regional
terendah di Indonesia
di 2045

Sumber: Peraturan Presiden/No.63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu&eta Nusantara,
Bab Il Visi, Tujuan, dan Prirsip Ibu Kota Nusantara




1| IKN: Kota Dunia untuk Semua

Cakupan Wilayah

TR - \H'(Yl LUAS WILAYAH DARATANIKN

DR 056.142 Ha

Terdiri atas 54 wilayah administratif setingkat
desa atau kelurahan

Meliputi kawasan Darat
dan Perairan Laut

o KAWASAN IBU KOTA NUSANTARA (KIKN)

56.180 Ha

Wilayah KIKN meliputi 6 Wilayah Perkotaan (WP)
Terdiri atas 12 wilayah administratif setingkat
desa/kelurahan

©) KAWASAN INTIPUSAT
PEMERINTAHAN (KIPP)

6.671 Ha

Terdiri atas 2 wilayah administratif
setingkat desa atau kelurahan

© KAWASAN PENGEMBANGAN ANyl g T
IBU KOTA NUSANTARA (KPIKN) | 7 |
199.962 Ha

° KAWASAN PERAIRAN LAUT

68.189 Ha

Terdiri atas kawasan pemanfaatan umum dan alur laut & AN

Sumber: Undang-Undang Na:8,Tahun 2022 dan Peraturan Presiden No.63 Tahun 2022%entang
Perincian Rencana Induk Iby*Kota Nusantara, Bab | Pendahuluan




1| IKN: Kota Dunia untuk Semua

Pembagian Wilayah Perencanaan (WP)
Cwrrre Y Crrnamar Y (W ki seata Y U

o Pus.at pemerintahan o P_usgt ekonomi, o EnergiBaru l
nasional (istana b|sr.1|s.dan keuangan  Terparukan (EBT)
negara, perkantoran o Pariwisata Alam o Permukiman 02 46
o . 4 m
K/IL, Djplomatic o Pelayanan Perdesaan e ————
Compound, dll) Kesehatan o Pertahanan & ;
o Pertahanan & o Pelayanan o Keamanan * WP IKN UTARA
Keamanan Pendidikan Tinggi © Luas: 12:067 Ha *
o Perumahan dan o Pertahanan & w
Permukiman Keamanan /el © % y
~  WPIKNTIMUR 2 4 !
Y yLuas:3.720 Ha /
( WP IKN TIMUR 1 , (" WPIKN TIMUR 2 ’ (' WP IKN UTARA ’ . 4 : e
'~ WP IKN BARAT : , MJXOVI?AA;
o Pusat Hiburan o Pusat Pendidikan © Pusat Riset & LU3$17206 Ha WPLL}EEJ%UHT S 0 el
(International Tinggi Inovasi NG ;
Amusement Park), & Pusat Riset & o Pelayanan
Sport Center Inovasi Pendidikan © _WPKIPP -
o Pariwisata o Perdagangan & Tlnggl :\Luas: 6.671 Ha V»‘j‘i’ g Al
o Perdagangan & Jasa  Jasg o Pusat . Y 4 ’ | A
o Pelayanan o Perkantoran Perkantoran Wpiling Luas: 4.299 Ha
Pendidikan Tinggi o Pelayanan o Pariwisata L a2 ey WP SIMPANG
o Pertahanan & M- tes R SAMBOJA
Keamanan Luas: 2.986 Ha
(WP SIMPANG SAMBOJA’ WA YN (WP MUARA JAWA ’ d
o Pusatdistribusi & o Pusatagroindustri-  © Pusat pelayanan publik ot
perdagangan dan industri pangan ~ © Pusat kegiatan berbasis &
komoditas kawasan o Perumahan pertanian & perikanan ;
o Perumahan dan o Perumahan dan
Permukiman Permukiman

Sumber: Peraturan Presiden Ne.64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Nasional (KSN) lbu Kota Nusantara Tahtin 2022-2042
Lampiran XIl




1| IKN: Kota Dunia untuk Semua

IKN sebagal Superhub Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif @ Bandafkeda Pusat sejarah Kalimantan Timur

dan merata-akan diungkit dengan @ Jalur kereta ekspres bandara dengan sektor energi yang
embangunan IKN sebagai Superhub Y ‘Ekstensi jalur kereta ekspres . :
p g g p 2 . _menuju Samarinda (jangka panjang) 9 dlremajakan

ekonomi, yang akan menjadi bagian yang :
tidak terpisahkan dari upaya untuk O
O

*Koridor antarkota (jangka panjang)

* Pusat pemerintahan untuk
Kalimantan Timur

* Mercusuar untuk
penambangan batubara
berkelanjutan

* Basis manufakturbaru untuk
energi terbarukan

Samarinda

:“
) L Area tangkapan SAMARIN DA
transformasi ekonomi di Ibu Kota g
Nusantara dan Provinsi Kalimantan Timur y

serta Daerah Mitra di Pulau Kalimantan.

Pusat
s ~Jalan tol Balikpapan-Samarinda
Jalur IKN (kapasitas terbatas)

. g <—> Koridor si | antar akdivit
Kehadiran Superhub ekonomi IKN eridor simputaniar axiias
€--3» Jalur penghubung masa depan

diharapkan dapat memberikan manfaat
bagi Daerah Mitra di Pulau Kalimantan ;
dalam bentuk pengembangan ekosistem

yang kondusif dan klaster-klaster ekonomi
yang akan menjadi sumber pertumbuhan
baru di Pulau Kalimantan.

Inti pemerintah dan pusat inovasi

hijau untuk wilayah ini

* Pusat layanan pemerintah dan
masyarakat

» Pusat inovasi dan pusat bakat

* Industri bersih dan berteknologi
tinggi

+ Basis untuk pariwisata untuk
wilayah tersebut

Strategi kerja sama
Tiga Kota

Simpul hilir migas dan

logistik untuk Kalimantan Timur

« Hilirisasi Industri Pengolahan
minyak & gas menjadi petrokimia

» Pelabuhan utama untuk provinsi
dan wilayah

Pertanian Hulu dan Pusat Wisata
Alam

* Pengembangan wisata alam dan
wisata kebugaran

* Pengembangan produksi
pertanian hulu yang terhubung
dengan sektor hilir agrioindustti

c
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Sumber: Peraturan Presiden Ne.63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara,
Bab Ill Prinsip Dasar Pembangunan Ibu Kota Nusantara




1] IKN: Kota Dunia untuk Semua

Visi IKN Economic Superhub akan
diwujudkan melalui 6 klaster ekonomi dan 2
klaster pemampu (enabler) yang strategis,
resilien, dan inovatif.

Pada periode 2025-2035, pengembangan
klaster ekonomi difokuskan pada
pembangunan fondasi yang kuat untuk
setiap klaster ekonomi, yaitu pembangunan
infrastruktur dan tempat penguijian regulasi
yang mengutamakan investasi dan inovasi.
Pengembangan klaster«ekonomi selanjutnya
diarahkan untuk ekspansi serta penguatan
daya saing dan kontribusi pada
pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Membangun sektor
masadepan

|l Electric-2-Wheelers
Manufaktur solar PV

1] Bahan aktif obat-obatan generik
Pharmaceuticals

. & Protein nabati
}/ Produk herbal dan bernutrisi

Klaster Industri Masa
Depan yang Berbasis
Energi Terbarukan
(Next-Gen
Renewable
Manufacturing)

Inovatif

Klaster Farmasi
Terintegrasi

Resilien

Klaster Industri
Berbasis Pertanian
Berkelanjutan
(Sustainable Agri-

industry Ciuster) é Produk ekstrak tumbuhan

[7] MICE

Pariwisata kota

Strategis

Pariwisata kesehatan
an kebugaran

Klaster Industi Kimia
Maju danTurunannya
(Advanced

e )

RendahKalbm
Energy Cluster)

Meningkatkan sektor

="

D
>
p

oo

eksisting

&%

Pertanian: .

)

Ekowisata

Pertambangan
migas

Pertambangan
batu bara

Kelapa sawit

2 Klaster
Enabler

Membuka jalan untuk
sektormasadepan

Kota Cerdas dan Pusat
Industri4.0 (i4.0)

)}
NN

JA1 = Industri 4.0
S
:ﬁ_—‘ = Kota Cerdas

(2,

Pusat Pendidikan i
abad ke-21 g

* Memperkuat
sektor
pendidikan
menuju
kesempatan
kerja

(L]

Sumber: Peraturan PresidenMNo:63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kata Nusantara,

Bab lll Prinsip Dasar Pembangunan Ibu Kota Nusantara




1] IKN: Kota Dunia untuk Semua

2/2
Rencana Sebaran Klaster Ekonomi dan Industri di IKN dan Kalimantan Timur

@ K IKN(56.180 Ha) @ Balikpapan

Pendidikan abad ke-21 ) Farmasi Terintegrasi

..........

Pusat badan litbang dan
inovasi Energi Rendah
Karbon

Industri Kimia Maju dan
Turunannya: Petrokimia

Industri Masa Depan yang

Ekowisata, Pariwisata Perkotaan,
Wisata MICE, Wisata Medis dan
Kebugaran, Agroteknologi

Berbasis Energi Terbarukan

Pusat badan litbang Farmasi Kangqev ndlustri Kariangau
Terintegrasi X
.......... Samarinda " Industri Kimia Maju dan

T . Petrokimi
Energi Rendah Karbon urunannya: Petrokimia

Pertambangan Berkelanjutan dan
Gasifikasi Batubara X

Industri Masa Depan yang
Berbasis Energi Terbarukan

‘ Wilayah Kalimantan Timur . @]B Farmasi Terintegrasi
lainnya >
. . , Kawasan Industri
Industri Pertanian Berkelanjutan Buluminung

Ekowisata dan‘Wisata Alam . .
Industri Pertanian

Berkelanjutan

[=1

Energi Rendah Karbon:
Pertambangan Berkelanjutan dan

--------- i Balikpapan P
Gasifikasi Batubara Industri Kimia Maju dan

O®e 00O

P
all Turunannya: Oleokimia
Maloy (MBTK)
Energi Rendah Karbon ) ECnergi Regdah Karbon:
Selat Makassar Biofuels Biofuels
¢ Industri Kimia Maju dan X
Turunannya
Oleokimia

Sumber: Peraturan PresidenNo:63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kata Nusantara,
Bab Il Prinsip Dasar Pembangunan Ibu Kota Nusantara




1] IKN: Kota Dunia untuk Semua

1,168

Menuju 2045:
Proyeksi Jumlah Populasi Penduduk IKN

1,7-1,9 Juta Penduduk akan menghuni 256 ribu Ha wilayah IKN di tahun 2045

1,005

Tenaga Kerja il
B Populasi Tanggungan 759
I Penduduk Eksisting
dalam delienasi IKN 573
*) angka dalam ribuan ~"
493
b\
422 ¥
365 )
258 Qg}‘
153 159 164 NS _
¢ . . . . .
N
?..

Total
Populasi 488.409 1.283.589 1.452967 1.666.121 1.911.988

Cﬁ l. 2022-2024 1. 2025-2029 l1l. 2030-2034 IV. 2035-2039 V. 2040-2045

Pemindahan tahap Membangun Ibu Kota Melanjutkan Membangun seluruh Mengokohkan
awal Nusantara sebagai area pembangunan Ibu Kota infrastruktur & ekosistem reputasi sebagai
inti yang tangguh Nusantara dengan lebih tiga kota untuk “Kota Dunia untuk

progresif percepatan Semua”
pembangunan Kalimantan

Sumber: Peraturan Presiden/No.63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk IbuKeta Nusantara,
Bab VI Penahapan Pembargunan lbu Kota Nusantara



1| IKN: Kota Dunia untuk Semua

Rencana Pola Ruang RTR KSN IKN

Area Hijau

Terdiri dari K
1+ 84,14% [Einrse

Tanaman Pangan

+67,75% +32,25%

KAWASAN LINDUNG KAWASAN BUDIDAYA

RENCANA POLA RUANG ~ KAWASAN BUDIDAYA
KAWASAN LINDUNG BB aussan campuran

Kawasan Hutan Lindung - Kawasan Perdagangan dan Jasa
TAHURA Taman Hutan Raya

-
Kawasan Ekosistern Mangrove M Kawasan Pembangkitan Tenaggll

Kawasan Perlindungan Setempa- Kawasan Perkantoran
Rimba Kota R Kawasan Perumahan e,
Taman Kota P Kawasan Infras ulE/i'ul-'I:*'t:li:tu:'hT: A

Taman Kecamatan

Taman Kelurahan - Kawaszan Peruntukan Indusir
Jalur Hijau - Kawasan Transportasi

POLA RUANG LAUT - Kawasan Pertahanan dan Keamanan
Kawasan Tanaman Pangan

Zona Pariwisata

H

Zona Pelabuhan Laut Kawasan Perikanan Budi Daya

, Zona Pelabuhan Perikanan - Badan Jalan

,_
1 &

1

Zona Pemanfaatan Lainnya

* . Y7-. *1 Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir

" .| Zona Perikanan Tangkap

U2 | Zona Permukiman R b
Zona Pertahanan dan Keamanan ; X ? ‘, j‘ '

us Zona Pertambangan Minyak dan Gas Bumi

Sumber: Peraturan Presiden/No.64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Nasional (KSN) lbu Kota Nusantara Tahtn-2022-2042
Lampiran X




1| IKN: Kota Dunia untuk Semua

Rencana Pola Ruang KIKN
X U

56,69% 43,31%: @

KAWASAN LINDUNG KAWASAN BUDIDAYA
0 2
KAWASAN BUDIDAYA S Km
RENCANA POLA RUANG _ Kawsan Cammpuran
KAWASAN LINDUNG - Kowmad i daosom de Jess
Kawasan Ekosistern Mangrove

- Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial
Kawasan Perlindungan Setempat

PTL  Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik
Rimba Kota 4

Kawasan Perkantoran
Taman Kota

Kawasan Perumahan
Taman Kecamatan

Kawasan infrastruktur Perkotaan
Taman Kelurahan

w Kawasan Pariwisata

- Kawasan Peruntukan industni
- Kawasan Transportasi
- Kawasan Pertahanan dan Keamanan

P-1 Kawasan Tanaman Pangan

Jalur Hijau

Badan Jalan

Sumber: Peraturan Presiden/No.64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Nasional (KSN) lbu Kota Nusantara Tahtn-2022-2042
Lampiran X




Rencana Struktur Ruang RTR KSN IKN

Pusat Pelayanan

‘ Pusat Pelayanan Kota

O Sub Pusat Pelayanan

Kota
A Pusat Pelayanan
Lingkungan
Sistem Infrastruktur
Transportasi
+ Bandar Udara Khusus

Bandar Udara

Pengumpul Skala
Pelayanan Primer

Pelabuhan Pengumpul

u Pelabuhan
Penyeberangan Kelas Il

Pelabuhan
Penyeberangan Kelas Il

a Stasiun Operasi
A Stasiun Penumpang

Terminal Penumpang
R Tipe A
5 Terminal Penumpang
o Tipe B
Sentra Kegiatan
Perikanan

Pelabuhan Laut
&7 Pelabuhan Hankam
o Pelabuhan Perikanan
Sistem Jaringan Jalan

s Jglan Tol

Jalan Arteri

Jalan Arteri

Jalan Kolektor Primer
Jalan Kolekfor Sekunder
Jalan Lokal Primer
Jalan Lokal Sekunder

fffff Jalan Khusus

Jaringan Jalur Kereta Api
Antarkota

;Zrl'r(\gg; r\])a!ur Kereta Api
Rencana Struktur Ruang Laut
== Alur Pelayaran
_ Alur Pelayaran dan
Perlintasan Khusus

Pipa Minyak dan Gas
Bumi

Q—) Alur Migrasi Penyu

*r—o—0o—

Sistem Infrastruktur
Telekomunikasi
n Infrastruktur Jaringan
Tetap
Sistem Jaringan
Telekomunikasi
——— = —— Jaringan Tetap

Sistem Infrastruktur Energi
g Pembangkit Listrik
Tenaga Surya (PLTS)

t Pembangkit Listrik
Lainnya

o Infrastruktur Minyak dan
Gas Bumi

Sistem Jaringan Energi
Saluran Udara Tegangan
Ekstra Tinggi (SUTET)
Saluran Kabel Tegangan
Menengah (SKTM)
Jaringan yang
Menyalurkan Minyak dan
Me— @ -~ Gas Bumi dari Fasilitas
Produksi-Kilang
Pengolahan
Sistem Infrastruktur Sumber
Daya Air

X — < -

X X

ﬂ Bangunan Pengendalian
Banjir
u Bangunan Sumber Daya
Air

Sistem Jaringan Sumber Daya
Air
depdqebeqdirde Jaringan Irigasi Sekunder

Sistem Infrastruktur Perkotaan

‘ Unit Air

[ Unit Produksi

Stasiun Peralihan Antara

(SPA)

Tempat Pengolahan

Sampah Terpadu (TPST)

Tempat Pengelolaan

@ Sampah Reuse, Reduce,
Recycle (TPS3R)
Infrastruktur Sistem

h Pengelolaan Air Limbah
Domestik
Sistem Pengelolaan

® Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun

(B3)

Tempat Evakuasi

Bencana

Sistem Jaringan Infrastruktur

Perkotaan

-— — — — Jaringan Air

<= — — — Unit Distribusi

—-——-——-— Jaringan Drainase Primer

Jaringan Drainase
Sekunder

Infrastruktur Sistem

+ Pengelolaan Air Limbah
Domestik

1| IKN: Kota Dunia untuk Semua

| 4505
i SR ki
JEANED, oty B
E ¢ 5
k;r.%‘, RPN
L

o

Sumber: Peraturan PresidenMNo:64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Nasional (KSN) Ibu Kota Nusantara Tahtr 2022-2042
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Rencana Struktur Ruang KIKN

Pus

at Pelayanan

. Pusat Pelayanan Kota

Q Sub Pusat Pelayanan

Kota
A Pusat Pelayanan
Lingkungan
Sistem Infrastruktur
Transportasi
4+ Bandar Udara Khusus
Bandar Udara
Pengumpul Skala
Pelayanan Rrimer
B Stasiun Operasi
] Stasiun Penumpang
Terminal Penumpang
2o Tipe A
s Terminal Penumpang
o Tipe B

Sistem Jaringan Jalan

e Jalan Tol

Jalan Arteri

Jalan Arteri

Jalan Kolektor Primer
Jalan Kolektor Sekunder
Jalan Lokal Primer
Jalan Lokal Sekunder

————— Jalan Khusus

Jaringan Jalur Kereta Api
Antarkota

Jaringan Jalur Kereta Api
Perkotaan
Sistem Infrastruktur
Telekomunikasi
Infrastruktur Jaringan
n Tetap
Sistem Jaringan
Telekomunikasi
——— = —= Jaringan Tetap

Sistem Infrastruktur Energi
Pembangkit Listrik
Tenaga Surya (PLTS)

i Pembangkit Listrik
Lainnya

(o Infrastruktur Minyak dan
Gas Bumi

Sistem Jaringan Energi
> — < - Saluran Udara Tegangan
. Ekstra Tinggi (SUTET)
@ 5% Saluran Kabel Tegangan
> 5 Menengah (SKTM)

Sistem Infrastruktur Sumber
Daya Air

ﬂ Bangunan Pengendalian
Banjir
u Bangunan Sumber Daya
Air

Sistem Jaringan Sumber Daya
Air

depdpdedyder Jaringan Irigasi Sekunder
Sistem Infrastruktur Perkotaan

& uniar

[2]  unit Produksi

A~ Stasiun Peralihan Antara

2 (SPA)

P Tempat Pengolahan
Sampah Terpadu (TPST)
Tempat Pengelolaan

(cﬁ Sampah Reuse, Reduce,
Recycle (TPS3R)
Infrastruktur Sistem

th Pengelolaan Air Limbah
Domestik
Sistem Pengelolaan

® Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun

(B3)

Tempat Evakuasi

Bencana

Sistem Jaringan Infrastruktur

Perkotaan

- — — — Jaringan Air

————— Unit Distribusi

s~ Jaringan Drainase Primer

Jaringan Drainase

Sekunder

Infrastruktur Sistem

O Pengelolaan Air Limbah
Domestik

U

012 4 6
O Km

1] IKN: Kota Dunia untuk Semua

Sumber: Peraturan PresidenMNo:64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Nasional (KSN) Ibu Kota Nusantara Tahtr 2022-2042
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1] IKN: Kota Dunia untuk Semua

SEBARAN LOKASI
INFRASTRUKTUR
SUMBER DAYA AIR

WP KN Utara
"

Dalam rencana penyediaan air minum,
sumber air yang akan dimanfaatkan oleh IKN
berasal dari 4 BENDUNGAN diantaranya:

@ Bendungan Batu Lepek terletak di Desa
Jongon Kecamatan Loakulu (terletak
diluar Wilayah IKN) 4.300 liter/detik

@ Bangunan Sumber Daya Air IKN Barat
terletak di Kelurahan Sepaku dan Desa
Sukaraja Kecamatan Sepaku 5.710
liter/detik

@ Bendungan Sepaku Semoi Desa
Argomulyo dan Desa Sukomulyo
Kecamatan Sepaku 2.500 liter/detik

@ Bangunan Sumber Daya Air IKN Selatan
terletak di Desa Pemaluan Kecamatan
Sepaku 1.650 liter/detik

n Bangunan Pangendatan Banjir

P
. Bargunan Sumbar n:‘;‘u =

Sumber: Peraturan Presiden Ne.64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Nasional (KSN) Ibu Kota Nusantara Tahtun 2022-2042
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SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI

Stasiun Penumpang

g Terminal Penumpang Tipe A

g Terminal Penumpang Tipe B

e Halte
SISTEM ANGKUTAN UMUM
I M W N Koridor Regional
== == m Koridor Primer

W8 W W w Koridor Sekunder

Koridor 1

Koridor 2

Koridor 3

Koridor 4

Koridor 5

Koridor 6

Koridor 7

Koridor 8

Koridor 9

Koridor 10

Koridor 11

Koridor 12

Koridor 13

\\W“\

\\—-Ju\_\

=

AWASAN BERORIENTASI TRANSIT

7
/ TOD Kota

TOD Sub Kota

N

) 7O Lingkungan

WP (KN
Selatan

1] IKN: Kota Dunia untuk Semua
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SISTEM JARINGAN MOBILITAS
DAN KONEKTIVITAS

Sistem angkutan umum masal meliputi:

1. koridor angkutan umum masal regional;
2. koridor angkutan umum masal primer; dan
3.  koridor angkutan umum masal sekunder

Koridor BRT ditetapkan dalam rangka
mengembangkan potensi dan perannya untuk
mewujudkan keamanan, keselamatan,
ketertiban, kelancaran berlalu lintas, dan
mendukung kebutuhan angkutan massal
pendukung koridor angkutan umum masal
primer dalam skala KIKN.

Jalan Arteri Primer sebanyak 9 Ruas
Jalan Kolektor Primer sebanyak 14 Ruas
Jalan Tol sebanyak 1 Ruas

Koridor BRT sebanyak 13 koridor
Terminal Tipe A sebanyak 1 Terminal
Terminal Tipe B sebanyak 2 Terminal

Stasiun kereta api sebanyak 3 stasiun
antar kota, 11 stasiun perkotaan

o O O O O O O

Sumber: Peraturan PresidenMNo:64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Nasional (KSN) Ibu Kota Nusantara Tahtr 2022-2042




JARINGAN ENERGI
KETENAGALISTRIKAN
DAN GAS

| Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik

Gardu Induk

Pembangkit Listrik
Tenaga Surya (PLTS)
Pembangkit Listrik
Lainnya

Saluran Udara Tegangan

"= Ekstra Tinggi (SUTET)

Saluran Kabel Tegangan
Menengah (SKTM)

Jaringan yang

- Menyalurkan Minyak dan

Gas Bumi dari Fasilitas
Produksi-Kilang
Pengolahan

Jalan Tol

Jalan Arteri

Jalan Arteri

Jalan Kolektor Primer
Jalan Kolektor Sekunder
Jalan-Lokal Primer
Jalan Lokal Sekunder

Jalan Khusus
Jaringan Jalur Kereta Api
Antarkota

Jaringan Jalur Kereta Api
Perkotaan

(8)]

W ™
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SEBARAN LOKASI INSTALASI DAN

Sistem Infrastruktur Perkotaan 7ot

JARINGAN PERSAMPAHAN & uvnar # ¢

DAN AIR LIMBAH 8 ik Produksi ¢ & , ‘
. Stasiun Peralihan Antara
& (SPA)
B Soan Temedu (TPST)

INFRASTRUKTUR (B)  Sampeh Rouse, Reduce,

Recycle (TPS3R
P E RKOTAAN lnfraystmiftur Sist;m 3

h Pengelolaan Air Limbah

Domestik

Sistem Pengelolaan
®  Goibanayadan Bk
N\ B3) .
SISTEM SISTEM T~
PENGOLAHAN AIR “ PENGELOLAAN AR == wro
LIMBAH (SPAL) “LIMBAH DOMESTIK ~ —— 7"
STAS | U N Jalan Kolektor Sekunder
PERALIHAN i ooy
ANTARA (SPA)
SISTEM JARINGAN AN
PERSAMPAHAN TEMPAT ==
PENGELOLAAN (
SAMPAH, REUSE,
Secara bertahap REDUCE, RECYCLE
pengelolaan air limbah (TPS3R) &V
eksisting yang masih
menggunakan sistem TEMPAT
setempat (SPALD-S) PENGOLAHAN
dialihkan menjadi SPALD- SAMPAH TERPADU

Y
T, dimana seluruh air (TPST) e

limbah domestik harus
dipastikan terolah dan tidak
masuk ke saluran drainase
sebelum melalui proses
pengolahan.

Untuk dapat mengelola proyeksi timbulan sa»?gaﬁyang
dihasilkan, fasilitas pengelolaan sampah per

mencapai kapasitas pengoperasian minimal dan
perkiraan pengambilan lahan yang diperlukan:

Sumber: Peraturan Presiden Ne.64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Nasional (KSN) Ibu Kota Nusantara Tahtun 2022-2042




JARINGAN INFRASTRUKTUR TEKNOLOG!,

1] IKN: Kota Dunia untuk Semua

INFORMASI, DAN KOMUNIKASI (TIK)

, . o
Mengembangkan sistem jaringan pelayanan
perkotaan yang terintegrasi dengan o
teknologi informasi dan komunikasi untuk .
mencapai indikator kota cerdas guna O
mencapai kota 100% terkoneksi secara A

digital untuk semua

Pengembangan Jaringan telekomunikasi
berupa:

1. Jaringan tetap pitalebar (/fixed
broadband): jaringan kabel serat optik
tersebar mengikuti sistem jaringan jalan
yang ada pada saluran kabel di bawah
tanah (Multi Utility Tunnel). Jaringan ini
terhubung kanal nirkabel kapasitas
tinggi, pusat data (cata center), dan
jaringan telekomunikasi backbone antar
pulau. N7

2. Jaringan bergerak pitalebar (mobile
broadband): infrastruktur stasiun
pemancar (base trans receiver station)
yang terhubung dengan kabel serat
optik dan terhubung dengan pusat data
(data center)

Infrastruktur Jaringan

Tetap 7 }
Jaringan Tetap ( =3
!
Pusat Pelayanan Kota P,
y b= e 3
Sub Pusat Pelayanan o = 2 /
Kota 4 AI\:'wemu vk 7T
Pusat Pelayanan \Z f,,‘u,‘ S \‘{, ,Q A_'/,/,
Lingkungan 3 J Lol /77_‘—",'
e s f oy {’;7 /
e l 2
SLEVS
| 2,
Q" A

Sumber: Peraturan Presiden Ne.64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang

(RTR Kawasan Strategis Nasional (KSN) Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2042

/

‘/‘

U /
~

7 \7/\:.

[/
I f

;-
5\

WP Simpar
Samboja




1] IKN: Kota Dunia untuk Semua

, G SEBARAN KAWASAN

o A 2 '~ PERTAHANAN DAN KEAMANAN
I <awasan Pertahanan dan Keamanan g A 'i
mm— Jalan Tol 4 (> Pembangunan unsur Pertahanan dan
== Jalan Arteri - : Keamanan meliputi pembangunan
— Jalan Arteri ; m’"’*‘“"“""‘"\\ PR Simbol dan Sistem.
~———— Jalan Kolektor Primer ¥ i ¢

Jatan Kolokior Sekunder ‘ '?2- — @ Penempatan Simbol dan Sistem

Jalan Lokal Primer
Jalan Lokal Sekunder

Jalan Khusus

didasarkan pada strategi dalam rangka
memberikan perlindungan yang
maksimal pada aspek Pertahanan dan

e ianrti:r?;rt]a.lalur Kereta Api : ‘ _' Keamanan IKN.
seeppe Jaingan Jalur Kereta Api ( w K Unsur Pertahanan dan Keamanan
\ \ tersebar disetiap Kawasan, yaitu: KIPP,
‘ yﬁ/’_" X "/\ KIKN, KPIKN termasuk di luar kawasan
\ b R 7y ~\ \ IKN (kawasan penyangga) sebagai satu
* by v g LY : kesatuan Sistem Pertahanan dan
e . et __‘ Keamanan IKN.

‘ - ; .
/1 e {5 2
’ \
) 1\ A
WP IKN ) P
i WP KIPP,

J .
|

/
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- Kawasan Campuran

- Kawasan Perdagangan dan Jasa

f

| Kawasan Perumahan %0
s Jalan Tol Kawasan Budidaya IEﬂZ? terhada
——— Jalan Arteri p KIKN

Jalan Kolektor Primer

Jalan Kolektor Sekunder
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SEBARAN KAWASAN PERUMAHAN

DAN PERMUKIMAN

Kawasan Campuran
Kawasan Fasilitas Umum

453.10

0.81

Jatan Lokal Primer dan Fasilitas Sosial USR] 2Rk
Jalan Lokal Sekunder
————— Jalan Khusus Kawasan Infrastru ktur 1 0260 O 1 8

Jaringan Jalur Kereta Api
Antarkota

Perkotaan

Kawasan Pariwisata

480.24

0.85

Jaringan Jalur Kereta\fﬁpi
Perkotaan £

Kawasan Pembangkitan 4.461.69| 7.94

¢ I Tenaga Listrik
’ Pz~ , : :_ ‘ % Kawasan Perdagangan 233966 4.16
. S Pl o \Y w1 CR dan Jasa

g Kawasan Perkantoran 407.28 | 0.72

Kawasan Pertahanan 2.247.18| 4.00
dan Keamanan

Kawasan Perumahan 4,541.67| 8.08
Kawasan Peruntukan

: 12.16 | 0.02
Industri
Kawasan Tanaman 5,298.93| 9.43
Pangan

Kawasan Transportasi* 711.2¢ 0.13

* Mencakup stasiun dan terminal,

Sumber: Peraturan Presiden Ne.64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Nasional (KSN) Ibu Kota Nusantara Tahtun 2022-2042
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- Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial

Jalan Tol
Jalan Arteri

Jalan Arteri

— Jalan Kolektor Primer

Jalan Kolektor Sekunder
Jalan Lokal Primer
Jalan Lokal Sekunder

Jalan Khusus

Jaringan Jalur Kereta Api
Antarkota

Jaringan Jalur Kereta Api
Perkotaan

)

WP IKN

Selatan
|

A\'

L5 S
o 9
.
,
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SEBARAN LOKASI DAN LUASAN

FASILITAS UMUM DAN SOSIAL DI
KIKN
%
Kawasan Budidaya Luas (Ha) terhada
p KIKN
Badan Jalan 2,266.99
Kawasan Campuran 453.10
Kawasan Fasilitas
Umum dan Fasilitas 1,680.39
Sosial
Kawasan Infrastruktur 102.60 0.18
Perkotaan

Kawasan Pariwisata 480.24 0.85

Kawasan Pembangkitan 4,461.69 7.94
Tenaga Listrik

Kawasan Perdagangan 2.339.66 4.16
dan Jasa ’ ' .

Kawasan Perkantoran 407.28 0.72

Kawasan Pertahanan 2,247.18 4.00
dan Keamanan

£ YoMk
WP KIPP, »¥y

Kawasan Perumahan 4,541.67 8.08

Kawasan Peruntukan

: 12.16 0.02
Industri
Kawasan Tanaman 5,208.93 943
Pangan
Kawasan Transportasi 71.27 0.13

Sumber: Peraturan Presiden Ne.64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Nasional (KSN) Ibu Kota Nusantara Tahtun 2022-2042
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@ e SEBARAN KAWASAN LINDUNG
- - SERTA LUASAN DI KIKN

- Pemakaman
- Kawasan Hutan Lindung

Taman Hutan Raya

- Kawasan Ekosistem Mangrove

Kawasan Lindung

- Kawasan Perlindungan Setempat €%, d " |Badan Air 1.1 73,77 2,09
Rimba Kot Ko, ¢ .
— Kowasan Perindungan| 575000 401
T K y .”. .
— b Kawasan EEen | Jograg  qes
B Jaiur Hijau ¢ f\' Rimba Kota - 15.269,29 27,18
B Badan Air o Taman Kota X 8.845,37 15,74
== Jalan Tol . Taman Kecamatan 387,42 0,69
—  Jalan Arori \ Taman Kelurahan 982,16 1,75
——— Jalan Arteri & Pemakaman 245,83 0,44
———— Jalan Kolektor Primer; o Jalur Hijau 166,43 0,30
Jalan Kolektor ~r o Total . 24327’65 56’69

—— Jalan Lokal Primer

Jalan Lokal Sekunder

fffff Jalan Khusys / S
: Jaringan Jalur Kereta Api_ 7 :
Antarkota " r i s

" il

Jaringan Jalur Kereta Agi;,'

Perkotaan EWE IKN
Solanyn

y o
L N
4 "
&
7
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2| Gambaran Umum Linimasa
Investasi

/) V. 2040-2045

Mengokohkan reputasi
sebagai “Kota Dunia untuk
Semua”

Struktur Linimasa Pembangunan

&

Penahapan
Pembangunan
IKN

/-) IV. 2035-2039

Membangun seluruh
infrastruktur & ekosistem
tiga kota untuk percepatan
pembangunan Kalimantan

l1l. 2030-2034

Melanjutkan pembangunan
Ibu Kota Nusantara dengan
lebih progresif

1. 2025-2029

Membangun Ibu Kota
Nusantara sebagai area inti
yang tangguh

l. 2022-2024

Pemindahan tahap awal

Infrastuktur dasar yang
utama selesai dibangun
dan beroperasi
(infrastruktur penyediaan
air minum, Qo
ketenagalistrikan, TIK,
pengelolaan persampahan,
dan air limbah) untuk
penduduk pionir

\

Membangun sarana utama
(mis. Istana Kepresidenan,
perkantoran, dan
perumahan) di KIPP

-Pemindahan ASN tahap - _.
awal (termasuk TNI, Polri)

Inisiasi sektor-sektor

ekonomi prioritas

Fasilitas transportasi umum
baik primer maupun
sekunder sudah dapat
digunakan

Perluasan kawasan
permukiman ASN dan
TNI/Polri dan perkantoran
pemerintahan pusat

g R

Proses pemindahan ASN*
diperkirakan dapat
diselesaikan

Pengembangan riset dan
talenta serta universitas
unggulan

Pembangunan lanjutan dan
pemeliharaan infrastruktur
dasar

Pengembangan, ytili:tas
terintegrasi serta KA akses
Bandara Balikpapan-KIPP

-Pemindahan lanjutan------.
personel TNI/Polri

-Rengembangan kawasan. _.
industri dan sektor lain
dalam klaster ekonomi
superhub

pusat digital, serta
pendidikan Abad ke-21

_Peningkatan investasi dan _.

kapasitas produksi klaster

ekonomi

Perkembangan pesat di
bidang pendidikan, dan
kesehatan sebagai motor
penggerak sektor ekonomi

Penguatan ketahanan
sosial-budaya masyarakat
serta peningkatan
kapasitas lembaga
pendidikan dan riset

Penambahan kapasitas
infrastruktur dasar seiring
peningkatan jumlah
populasi

Peningkatan kapasitas dan
diversifikasi klaster
ekonomi dan infrastruktur
pemampu di Daerah Mitra

Pengembangan angkutan
umum massal berbasis
jalan dari KA di IKN dan
Daerah Mitra sekitarnya

dan utilitas terintegrasi
Stabilnya pertumbuhan

terbarukan

Pengembangan industri
herkelanjutan ______________

Menjadi kota terdepan di
dunia_dalam hal daya_saing..

Sumber: Peraturan Presiden'No.63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu/Keta Nusantara,
Bab VI Penahapan Pembangunan lbu Kota Nusantara
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Proyeksi Jumlah Populasi IKN: Investasi
Tahun 2022-2024

Penduduk yang akan berpindah ke lbu Kota

No Populasi 2022 2023 2024
Nusantara pada Tahap 1 tahun 2024 . : .
mencakup ASN kementerian/lembaga Jumlah Tenaga Kerja 15.713 16.313 77.398
pegawai |embaga negara 1.1 Aparatur Sipil Negara (ASN) 0 0
independen/badan publik, TNI, Polri serta 1.2 Kemhan/TNI, Polri, BIN, BSSN, dan Bakamla . . 60.000
unsur pertahanan dan keamanan lainnya
beserta anggota ke|uarganya, serta tenaga 16 Pegawai Lembaga Negara Independen/Badan Publik 0 0 485
kerja di berbagai sektor layanan pendukung » . P o rvom o g B o
lainnya (misalnya konstruksi, akomodasi, ' GRSt e - i 0 0 0
makanan, minuman, dan retail).
1.5 Tenaga Kerja di Sektor Layanan Pendukung yang diinduksi dari
industri dalam Ibu Kota Nusantara 0 Q 0
1.6 Tenaga Kerja Konstruksi pada masa pembangunan Ibu Kota 15.713 16.313 16.913
Nusantara
o: proye ksitotal 2024 2. Populasi Tanggungan/Dependen 16.354 16.979 257.675
mIN 21 Anggota Keluarga ASN 0 0 240.000
o~ 488.409 jiwa.
2.2 Anggota Keluarga Kemhan/TNI, Paolri, BIN, BSSN, dan Bakamla 0 0
2.3 Anggota Keluarga Pegawai Lembaga Negara Independen/Badan
7 0 0 72
Publik
Catatanz 2.4 Mahasiswa 0 0 0
a) proyeksi angka ASN serta TNI/Polri yang , ) . o
dipindahkan merupakan perkiraan angka 2.5 Keluarga Tenaga Kerja Sektor Ekonomi dari industri di dalam Ibu Q g ,
maksimal Kota Nusantara
b) Penetapan jumlah tenaga kerja (termasuk ASN,
Kemhan/TNI/POLRI/BSSB/BIN/BAKAMLA) 2.6 Keluarga Tenaga Kerja di Sektor Layanan Pendukung yang
untuk pelaksanaan tahun 2024, disesuaikan diinduksi dari industri dalam lbu Kota Nusantara 0 0 0
dengan kesiapan infrastruktur hunian
C) proyeksi tenaga kerja konstruksi mergpakgn . 2.7 Keluarga Tenaga Kerja Konstruksi pada masa Pembangunan Ibu 16.354 16.979 17 603
angka sementara berdasarkan data historis di Kota Nusantara
luar perhitungan investasi sektor konstruks; — - -
d) proyeksi Pegawai Lembaga Negara 3. Jumlah Penduduk Eksisting yang berada dalam delineasi IKN 150.612 151.968 1563.336
| B Publik k
ndependen/Badan Publik beserta kelugtga baru TOTAL POPULASI 182.679 185.260 488.409

mencakup data pegawai Bank Indonesia

30

Sumber: Peraturan Presiden Ne.63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara,
Bab VI Penahapan Pembangunan Ibu Kota Nusantara
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Investasi

Linimasa Pembangunan Tahun 2025-2034

Linimasa Pembangunan Tahun 2025-2034 Pengembangan zona mixed-use dengan
merupakan penggabungan dari Tahap 2 sejumlah tipologi yang meliputi
(2025-2029) dan Tahap 3 (2030-2034) pada
Rencana Induk serta Perincian Rencana
Induk Ibu Kota Nusantara.

©) Perluasan kawasan perkantoran
pemerintahan pusat (lembaga
eksekutif, legislatif, yudikatif) dengan
penerapan konsep smart government;

©) Perluasan kawasan permukiman ASN
RENCANA PENGEMBANGAN KAWASAN dan TNI/Polri:

Pembangunan pada tahun 2025-2034 ( Perluasan kawasan bisnis dan
adalah lanjutan pembangunan : ekonomi pendukung termasuk
pengembangan hotel bisnis dan MICE;
O KIPP Sub WP 1A,

© Pengembangan kluster industri

© KIPP Sub WP 1B, (termasuk Industri 4.0 center of
() KIPP Sub WP 1C, excellence);
() Sebagian Tahap 2A Sub-WP 2, () Pengembangan riset dan

pengembangan talenta serta
@ Kawasan lbu Kota Nusantara Barat, universitas unggulan:

() Kawasan Ibu Kota Nusantara Timur () Pembangunan rumah sakit berstandar

internasional.

Pengembangan zona mixed-use tersebut
dilaksanakan dengan tetap menjaga ruang
terbuka hijau, serta pengembangan
infrastruktur transportasi, serta fasilitas
sosial dan fasilitas umum.

Sumber: Peraturan PresidenMNo:63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kaeta Nusantara,
Bab VI Penahapan Pembangunan Ibu Kota Nusantara
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Investasi

Proyeksi. Jumlah Populasi IKN:
Tahun 2025-2034

Populasi
1. Jumlah Tenaga Kerja ¢ 365.389 $ 421.577
1.1 Aparatur Sipil Negara (ASN) 68.000 76.000 84.000 92.000 100.023 100.023 100.023 100.023 100.023 100.023
{5  Kemhan/TNI, POLRI, BIN, BSSN, dan 43.065 66.906
Bakamla

Pegawai Lembaga Negara

13 Independen/Badan Publik 485 2

14  1€naga Kerja Sektor Ekonomi dariindustridi g ,5¢ 52.690 54.124 55.560 56.094 58.428 59.862 61.296 62.730 66.105
dalam Ibu Kota Nusantara
Tenaga Kerja di Sektor Layanan Pendukung

1.5 yang diinduksi dari industri dalam Ibu Kota ~130.706 134.270 137.834 141,398 144.962 148.526 152.090 155.654 159,218 163.809
Nusantara

16  lenagaKera Konstruksi pada masa 17.500 18.090 18.680 19.270 19.860 20.450 21.307 22164 23.021 23.878
pembangunan Ibu Kota Nusantara

2. Populasi Tanggungan/Dependen 758.851 867.167

2.1 Anggota Keluarga ASN 272.000 304.000 336.000 368.000 400.092 400.092 400.092 400.092 400.092 400.092
Anggota Keluarga Kemhan/TNI, POLRI, BIN,

22 BSSN, dan Bakamia 120.582 187.337
Anggota Keluarga Pegawai Lembaga Negara

23 Independen/Badan Publik 2 3.425

2.4 Mahasiswa 7.128 7.135 7.149 7.178 7.235 7.401 8.141 9.118 10.395 12.162

p5  Keluarga Tenaga Kerja Sektor Ekonomidari g5 54g 54.841 56.333 57.828 59.320 60.813 62.305 63.798 65.290 68.803

industri di dalam Ibu Kota Nusantara

Keluarga Tenaga Kerja di Sektor Layanan
2.6 Pendukung yang diinduksi dari industri dalam  136.041 139.750 143.460 147.169 150.879 154.588 158.298 162.007 165.717 170.495
Ibu Kota Nusantara

Keluarga Tenaga Kerja Konstruksi pada

2.7 18.214 18.828 19.442 20.057 20.671 21.285 22177 23.069 23.961 24.853
masa Pembangunan Ibu Kota Nusantara
Jumlah Penduduk Eksisting yang
& ) ; 154.717 155.862 157.016 158.178 159.349 160.529 161.445 162.366 163.292 - 164.223
berada dalam delineasi IKN
TOTAL POPULASI 1.283.589 1.452.967
Catatan :

a) Pemindahan ASN diproyeksikan selesai padaitahap kedua, b) proyeksi tenaga kerja konstruksi merupakan angka sementara berdasarkan data historis di luar perhitungan investasi sekt@rskonstruksi, c) proyeksi
Pegawai Lembaga Negara Independen/Badan Publik beserta keluarga baru mencakup data pegawai Bank Indonesia. Pada Tahap 4 diproyeksikan tidak ada tambahan pegawai beserta keluarganya yang dipindahkan.

Sumber: Peraturan PresidenMNo:63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kaeta Nusantara,
Bab VI Penahapan Pembangunan Ibu Kota Nusantara
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Investasi

Linimasa Pembangunan Tahun 2035-2045

Linimasa Pembangunan Tahun 2035-2045 Pengembangan zona mixed-use dengan
merupakan penggabungan dari Tahap 4 sejumlah tipologi yang meliputi
(2035-2039) dan Tahap 5 (2039-2045) pada
Rencana Induk serta Perincian Rencana
Induk Ibu Kota Nusantara.

©) Perluasan kawasan perkantoran
pemerintahan pusat (lembaga
eksekutif, legislatif, yudikatif) dengan
penerapan konsep smart government;

© Perluasan kawasan permukiman ASN
RENCANA PENGEMBANGAN KAWASAN dan TNI/Polri:

Pembangunan pada tahun 2035-2045 Perluasgn kawasan bisnis dgi
adalah lanjutan pembangunan : © ekonomi pendukung termasuk
pengembangan hotel bisnis, eco
) KIPP Tahap 2B Sub-WP 2, resort, dan MICE;
© Tahap 3A dan 3B Sub-WP 2, () Pengembangan kluster industri
(> Kawasan Ibu Kota Nusantara Barat, (termasuk Indusiri 4.0 center of
excellence);

(> Kawasan Ibu Kota Nusantara Timur,
(>) Pengembangan riset dan

pengembangan talenta serta
universitas unggulan;

@ Kawasan Ibu Kota Nusantara Utara

(>). Pembangunan rumah sakit berstandar @&
internasional.

(> Perluasan Kawasan Industri di Daerah
Mitra.

Pengembangan zona mixed-use tersebut
dilaksanakan dengan tetap menjaga ruang
terbuka hijau, serta pengembangan
infrastruktur transportasi, serta fasilitas
sosial dan fasilitas umum.

Sumber: Peraturan Presiden Ne.63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara,
Bab VI Penahapan Pembangunan Ibu Kota Nusantara
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Investasi

Proyeksi. Jumlah Populasi IKN:
Tahun 2035-2045

No  Populasi

1. Jumlah Tenaga Kerja 3 493.368 3 573.287
11 Aparatur Sipil Negara (ASN) 100.023  100.023 - 100.023  100.023  100.023 100.023 100.023 100.023 100.023 100.023 100.023
1, Kemhan/TNI, POLRI, BIN, BSSN, dan 89.601 103.742
Bakamla
Pegawai Lembaga Negara
13 Independen/Badan Publik 856 1234
14  lenaga Kerja Sektor Ekonomidariindustridi g4 4q5 72.859 76.236 79.613 82.403 85.193 87.983 90.773 93.563 96.389 99.213
dalam Ibu Kota Nusantara
Tenaga Kerja di Sektor Layanan Pendukung
1.5 yang diinduksi dari industri dalam Ibu Kota 168.398  172.987  177.576  182.165 188.771 195.377 201.983 208.589 215.195 221.450 227.703
Nusantara
16  lenaga Kerja Konstruksi pada masa 24.735 26.458 28.180 29.902 31.624 33.346 34.952 36.557 38.162 39.767 41.372
pembangunan Ibu Kota Nusantara
2.  Populasi Tanggungan/Dependen 1.004.779 1.167.664
2.1 Anggota Keluarga ASN 400.092  400.092  400.092  400.092 * “400.092 400.092 400.092 400.092 400.092 400.092 400.092
Anggota Keluarga Kemhan/TNI, POLRI, BIN,
22 BSSN, dan Bakamla 251.135 290.478
Anggota Keluarga Pegawai Lembaga Negara
23 Independen /Badan Publik 3.425 4.961
2.4 Mahasiswa 14.802 18.133 22.394 27.881 34.990 44.406 48.846 54.708 62.367 72.970 88.812
o5  Keluarga Tenaga Kerja Sektor Ekonomidari 75 515 75 833 79.348 82863 85766 88.670 91.574 94.478 97.382 100.323 103.263

industri di dalam Ibu Kota Nusantara

Keluarga Tenaga Kerja di Sektor Layanan
2.6 Pendukung yang diinduksi dari industri dalam ~ 175.271 180.048 184.824 189.600 196.476 203.352 210.227 217.103 223.978 230.489 236.997
Ibu Kota Nusantara

Keluarga Tenaga Kerja Konstruksi pada

2.7 25.745 27.538 29.330 31.122 32.915 34.707 36.379 38.049 39.720 41.390 43.061
masa Pembangunan Ibu Kota Nusantara
o clilEEE L ST P 165.160 165.854 166.551 167.251 167.954 168660  169.133  169.607  170.082  170.559 171.037
berada dalam delineasi IKN
TOTAL POPULASI 1.666.121 1.911.088
Catatan :

a) Pemindahan ASN diproyeksikan selesai padaitahap kedua, b) proyeksi tenaga kerja konstruksi merupakan angka sementara berdasarkan data historis di luar perhitungan investasi sekt@rskonstruksi, c) proyeksi
Pegawai Lembaga Negara Independen/Badan Publik beserta keluarga baru mencakup data pegawai Bank Indonesia. Pada Tahap 4 diproyeksikan tidak ada tambahan pegawai beserta keluarganya yang dipindahkan.

Sumber: Peraturan Presiden Ne.63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara,
Bab VI Penahapan Pembangunan Ibu Kota Nusantara
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Dasar Hukum

Pembangunan Ibu Kota Nusantara
dilandasi oleh beberapa peraturan
perundang-undangan:

UU 3/2022 tentang Ibu Kota Negara

3| Mekanisme Investasi

v v Y
PP No. 17/2022 Perpres No. Perpres No. Perpres No. 64/2022 Perpres No. RPP Kewenangan ' RPP tentang
. tentang PENDANAAN 63/2022 tentang 62/2022 tentang tentang RENCANA 65/2022 tentang ' Khusus Otorita Ibu |-\ Pemberian
' dan Pengelolaan PERINCIAN OTORITA Ibu TATA RUANG (RTR) Perolehan TANAH | Kota Nusantara v\ Perizinan
' Anggaran dalam RENCANA Kota Nusantara Kawasan Strategis dan Pengelolaan ' akan melalui ' Berusaha,
' Rangka Persiapan, INDUK Ibu Kota Nasional (KSN) Ibu Pertanahan dilbu | proses konsultasi | ' Kemudahan
+ Pembangunan, dan Nusantara Kota Nusantara Kota Nusantara ' dengan DPRRI || Berusaha,
- Pemindahan Ibu Kota Tahun 2022-2042 | terlebih dahulu. | ' dan Fasilitas
' Negara serta ' '+ Khusus
i Penyelenggaraan . ' Pembiayaan
\ Pemerintahan Daeraho& | | &~ | S . di lbu Kota
' Khusus Ibu Kota ! ' Nusantara
 Nusantara  %°. ' | 1 S~ 0y

. RPermen Bappenas ' RPerka Otorita IKN

Perka Otorita IKN

tentangKPBUIKN ______ No. 1/2022 tentang | tentang:
' Organisasi dan "« RDTR WP IKN

TataKerjaOtorita | g .

Ibu Kota Nusantara Keterangan
+« RDTR WP KIPP
"« RDTR WP IKN Telah ditetapkan
- Timur | Telah ditetapkan, namun
'« RDTRWPIKN ' b dalam proses revisi
o Timurto 0T Belum ditetapkan




Skema Pendanaan

N Pembiayaan
<

\

Kebutuhan pembiayaan

persiapan, pembangunan, dan

pemindahan lbu Kota Negara

didasari oleh dua asumsi utama,

yaitu: %

1. Kebutuhan pembiayaan dan
investasi untuk pembangunan
keseluruhan atau sebagian
dari kawasan lbu Kota
Nusantara beserta
konektivitas antar-kota yang
diperlukan.

2. F}rgﬁ?eksi populasi sesuai

- dengan tahapan
- pembangunan dan
-~ pemindahan ASN dan

pegawai lembaga negara
independen/badan publik,
TNI, dan Polri dari Jakarta ke
lbu Kota Nusantara dan
jumlah penduduk yang akan

Kota Nusantara £

Perencanaan Kebutuhan

3| Mekanisme Investasi

KPBU bentuk lainnya sesuai

KPBU IKN (UEGF;BL; t;;gn 9 KPBUaa;f;ﬁf//W dengan ketentuan peraturan
pay pay! perundang-undangan
é N
[ —— flnvestasi BUI\/IN\ (lnvestasi swasta \ (Kerjasama strategi\s
BUMN melalui penugasan yang memperoleh berdasarkan
an dari Pemerintah insentif atau fasilitas kesepakatan antara
Kerjasama Investasi békega sesuai dengan khusus sesuai BUMN Khusus
dengan Badan Usaha sarf ; ketentuan dengan ketentuan Otorita Ibu Kota
- S peraturan peraturan Nusantara dengan
swagsta Perundang- perundang- mitra investasi
O py \ undangan Y. \ undangan ) \ terkait lainnya. )
Dukungan é
Pendanaan/ _
Pembiayaan Hibah Dana talangan
Internasional L
Pendanaan Kreatif
(Creative Funding/ Crowd funding Dana filantropi CSR Carbon Trade
Financing)
Pemanfaatan BMN _
dan/atau pemanfaatan Sewa NS Bangun guna serah/
ADP pemanfaatan (KSP) bangun serah guna

terbangkitkan atas kegiatan . BEETEQGIETENEEET
ekonomi yang tumbuh di lbu- pungutan khusus IKN

Skema pendanaan

lainnya

Sumber: Peraturan PresidenMNo.63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Keta Nusantara,

Bab Vii Kerangka Implementasi




Kebutuhan Investasi

Total: 466 T

80%

Swasta

NON-
APBN

BUMN

N
N/

Ke ri\e/(‘ .
ma
3

Rumah dinas ASN/TNI/POLRI
Pembangunan Istana Negara,
bangunan strategis TNI/POLRI
Gedung Legislatif dan Yudikatif
Gedung Eksekutif

Pengadaan dan pematangan lahan
Ruang terbuka hijau

Rumah dinas ASN/TNI/POLRI

Pembangunan infrastruktur utama
(selain yang telah tercakup dalam
APBN)

Gedung Eksekutif
Urban Transportberbasis rel
Perumahan umum

Pembangunan perguruan tinggi &
Lembaga Pendidikan Swasta

Science-technopark

*Dibiayai dg Kerjasama Pemanfaatan Aset

Infrastruktur dasar (Air Minum,
Sanitasi)

Peningkatan konektivitas non-tol, jalur
logistik

Lembaga pemasyarakatan

Pangkalan Militer

Peningkatan Konektivitas

(Bandara, pelabuhan, dan jalan toll
& non-tol

Sarana pendidikan, sarana
kesehatan,

Lembaga pemasyarakatan

Sarana kesehatan Swasta
Pusat perbelanjaan/shopping Mall
MICE

Sumber: Kedeputian BidangiEkonomi | Kementerian PPN/Bappenas
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Potensi Investasi untuk Swasta

€@ Potensi Investasi yang Dapat Direalisasikan Jangka Pendek

* Jenis Pemanfaatan — Aset Dalam

Kerja Sama dengan BUMN

»  Kerjasama Investasi BUMN dengan *  Crowd Funding
S Penguasaan (ADP)
, o «  Dana Filantropi »  Built Operate Transfer (BOT)
Joint Venture, equity investment = Pengalihan Hak (HGB)-
«  Investasi BUMN melalui Penugasan - Dana Corporate Social Responsibility Komersial
Pemerintah (CSR) o Long-term. Lease
* Investasi Swasta dengan insentif atau *  Creative Financing o Jual
fasilitas khusus =  Pengalihan Hak (SHM) -
- Strategic Alliance antara BUMO dan Residensial
mitra investasi » Jenis Pemanfaatan — Barang Milik
Negara (BMN)
= Sewa
© Potensi Investasi yang Dapat Direalisasikan Jangka S Bangun Guna Serah/Bangun

Serah Guna (BGS/BSG)

Menengah =  Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)
KPBU = Kerja Sama Penyediaan

Infrastruktur (KSPI)

= Kerja Sama Terbatas (KETUPI)

«  Solicited »  KPBU availability payment o e SR
- Unsolicited .. KPBU bentuk lainnya o 6"” wredengan
«  KPBU tarif (user payment) *  Konsesi
A A
N[

Sudah ada payung hukum dalam PP NO. 17 tahun
2022, danaturan pelaksanaannya sedang disiapkan

Sumber: Kedeputian BidangiEkonomi | Kementerian PPN/Bappenas
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Skema Kerjasama Swasta — ADP

Pemanfaatan Lahan IKN
(Aset Dalam Penguasaan /ADP)

Pengalihan Hak (HGB)

Build-Operate-Transfer (BOT) Pengalihan Hak (SHM)

Jual

Sewa Jangka Panjang A §/

Infrastruktur sosial: Swasta Murni (komersial): * Rumah Tapak Komersial

Contoh Proyek » Sarana Pendidikan (Sekolah, * Bangunan komersial (Mall, MICE, Lifestyle + Apartemen Komersial
- Universitas) Center)
‘ '+ Fasilitas Kesehatan (Rumah < Hotel dan Serviced Apartemen Catatan: bersifat perorangan
: Sakit Interntasional - ’
¢ ’ » Mixed U ol / tertent
@{) Integrated Hospital, Klinik P L5E Jgan iasan tertemd
::@ Pratama) . Kawasan Perkantoran BUMN/Swasta
A Sesual berani Sesuai perjanjian
Jangka Waktukérjasama esual perjanjian dengan kepastian Tidak ada
D\ berdasarkan umur aset perpanjangan
QX dan kelayakan yang wajar
& (80 tahun dan
r{\/f dapat
s diperpanjang)

* Sewa Lahan
» Transfer Aset Kerjasama

» Usulan bentuk lainnya
yang disepakati (contoh:
beasiswa pendidikan,
klinik pratama)

¢ Lelang / Beauty Contest/ Penunjukan Langsung
Mekanisme Seleksi Investor (akan diatur lebih lanjut pada Peraturan Kepala OtoritaIKN)

+ Sewa Lahan

» Bagi Hasil

« Kompensasi atas
Penjualan Lahan

Opsi Bentuk Kompensasi
ke OIKN

*Kompensasi atas
Penjualan Lahan

Sumber: Kedeputian BidangiEkonomi | Kementerian PPN/Bappenas
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Skema Kerjasama Swasta = BMN

Pemanfaatan Lahan
IKN (Barang Milik

Negara /BMN)
Kerja Sama BGS/BSG Kerja Sama Kerjasama Terbatas
Pemanfaatan Penyediaan Pembangunan
(KSP) Infrastruktur (KSPI) IKN
(KETUPI)
- Bisnis, * bandarudara, »bangunan dan * transportasi,
« Pelayanan » pelabuhan laut, fasilitas bagi « jalantol;
_kepentinganumum  « stasiun kereta api, penyelg?gr?araan * prioritas proyek program . symper daya air;
Contoh Proyek .+ Sosial « terminal angkutan umum, gggnaergnuitjl? penyediaaninirag¥ekiur - i minum:
O . Peny_el_enggaraan * kilang, kepentingan * sistem pengelolaan
\@" pendidikan « instalasi tenaga listrik, dan pelayanan umum air limbah dan
QA + bendungan/waduk sampah; dst
JangkaMktu « palinglama 10 « non infra: 30 tahun; « paling lama 30 .
Kgnja\ﬁama tahun dan dapat infra: 50 tahun dan dan tidak dapat paling Iam; 5e0r tzrrwlganndan dapat
A{{() diperpanjang dapat diperpanjang diperpanjang perpanjang
F 97N 4
Opsi Bentuk Kompensasi Bagi Hasil PNBP dengan Pemerintah Pusat
ke OIKN
Penawada Tender/ Penunjukan Sesuai peraturan
Mekanisme Seleksi Investor Langsung perundang-undangan

(diatur dengan PMK No. 115/PMK.06/2020)

Sesuai dengan Peraturan BMNyPMK No. 115/PMK.06/2020)
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Otorita IKN diberikan Kewenangan
untuk Membentuk Badan Usaha Otorita

Berdasarkan Perpres no. 62/2022: Otorita IKN diberikan kewenangan untuk memiliki Badan Usaha

( AY 4 : )
Badan Usaha Otorita adalah:
Badan 0 badan usaha millik negara yang kgasa pemegang
. _Usaha sahamnya diberikan kepada Otorita Ibu Kota
. Otorita Nusantara
> badan usaha yang seluruh atau sebagian besar
sahamnya dimiliki oleh Otorita Ibu Kota
- J Nusantara, dan/ atau
e badan usaha berbentuk perseroan terbatas
yang sebagian sahamnya dimiliki oleh
Otorita lbu Kota Nusantara. )

Sehingga memberikan fleksibilitas kepada Otorita IKN untuk melakukan kerjasama investasi dengan swasta dengan skema:
Business — fo — Business .

Kedeputian Bidang Ekonomi | Kementerian PPN/Bappenas
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Kerjasama Investasi: Joint Venture

Potensi Model Bisnis Joint Venture

Membentuk Anak Perusahaan Baru dengan Mekanisme Joint Venture

BUO 3
=
\\ Otorita melaluiBUO
4 \ menjadi pemegang
I-J A saham prioritas
| Share
Swasta

K-IKN will strengthen the
L LR SR innovative and sustainable sector,
while other strategic
manufacturing sectors will be
located outside K-IKN

Anak Anak Joint Venture
Usaha 1 Usaha 2 Pengembangan Kawasan induustri

Joint Venture antara BUO dengan Swasta Perusahaan JV dapat diserahkan tugas untuk

dan BUMD Pemda Kab setempat mengembangkan dan mengelola Kawasan
Industri di Daerah Mitra, sesuai dengan Master
Plar:

o Kawasan Indsutri Buluminung
o Kawasan Industri Kariangau
o Kawasan Industri MBTK

Kedeputian Bidang Ekonomi J#K{ementerian PPN/Bappenas
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Skema Konsesi

. Dalam hal masa konsesi telah berakhir, fasilitas bandar udara/pelabuhan
hasil konsesi beralih atau diserahkan kepada Penyelenggara Bandar
Udara/Pelabuhan

. Pendapatan konsesi dihitung berdasarkan formula hubungan antara

. » proyeksitarif bandar udara/pelabuhan, besaran investasi, besaran konsesi
Konsesi adalah hak oleh Penyelenggara Pelabuhan  kepada min 2,5% dari pendapatan bruto jasa kebandarudaraan/kepelabuhanan,
Badan Usaha Bandar Udara (BUBU)/Badan Usaha Pelabuhan of dan masa konsesi

(BUP) untuk melakukan kegiatan penyediaan dan/atau +  Sesuai PP 15 Tahun 2016 (lampiran) diatur khusus untuk tarif konsesi
pelayanan jasa dalam penggunaan sarana dan prasarana di bandar udara

Kerjasama dalam Bentuk Konsesi o .

. Pendapatan konsesi merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

‘ ‘ S\ Penyediaan dan atau pelayanan jasa
Penyelenggara 2 T ° XY
ye'engg ‘ T BUBU/ , 7 4 kepelabuhanan/kebandarudaraan
Pelayanan = %
SLSIL R ‘ BUP Dituangkan dalam
VS bentuk perjanjian

h * Pelalangan se§lj‘ai dengan ketentuan perundang-undangan
> Mekanisme Pelelangan « Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama
Mekanisme Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur
Pemberian
Konsesi |

+ Lahan.dimiliki oleh Badan Usaha Pelabuhan; Investasi
Mekanisme Penugasan/Penunjukan sepenuhnya dilakukan oleh Badan Usaha Pelabuhan dan tidak
menggunakan pendanaan yang bersumber dari APBN/APBD

Kedeputian Bidang Ekonomi J#Kementerian PPN/Bappenas
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Kerjasama Investasi: Strategic Alliance

Potensi Model Bisnis Strategic Alliance
Untuk membangun dan mengelola SMART CITY

Mengembangkan konsep Smart City
(sesuai Master Plan)

Anak Usaha 2 }} *  Membangun Smart City
< * Mengelola Smart City
Anak Usaha: \ *)Smart City Corp dapat menawarkan konsesi

L Smart Cily Corp* wilayah dengan BUMN.atau Investor Swasta

Anak Usaha 1 ]

4 N N
Internal of Things Sistem Pembayaran
Connectivity Digital
dengan Telkomsel Bank Indonesia )
3N \ J Y Server dan Data
. ' ; N/ S\ Management
Sy 2 E-Government Smart Building |
- Investor Swasta + bantuan Pembangunan dan i
SMART CITY CORP dari negara lain pengelolaan dengan Investor
L J Swasta )

Kedeputian Bidang Ekonomi J#K{ementerian PPN/Bappenas
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Penyederhanaan Prosedur KPBU IKN dalam
Mendukung Pembangunan Infrastruktur IKN

Penyederhanaan Prosedur Dan Penambahan Fasilitas KPBU:

Dokumen Studi  Pendahuluan digantikan dengan  Dokumen

Identifikasi ( lebih sederhana)

e Penyusunan pra studi kelayakan dilakukan dengan 1 tahap
9 Penggabungan tahap prakualifasi dan request for proposal (RfP)

Fasilitas untuk Badan Usaha Pelaksana:

AN\ @V @v
D a Pemberian dukungan VGF dapat diberikan untuk skema AP
\N\}
1‘)\; % k> x:?,,
/Ql« 9 A%Bgdisediakan untuk semua proyek KPBU IKN_ -
&
- KPBU IKN hanya e Pengadaan BUP dapat melalui Swiss Challenge untuk KPBU
¢, o . .. o
diperuntukkan bagi Unsolicited
infrastruktur yang
tercantum di dalam e Pembiayaan Infrastruktur ({}j ~melalui Staple  Financing/ (§i
rencana induk/perincian Sl SIS ~V AV
foinleelnt! lrggtuk e Clawback =0 untuk BM@?ang menjadi underlying asset ,\Qv
{ ‘X"

Kedeputian Bidang Ekonomi j#Kementerian PPN/Bappenas
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Indikasi Lini Waktu KPBU IKN dalam Rangka
Penyediaan Infrastruktur 2024 (Solicited)

- , , Penggabungan
Solicited Prakualifikasi + Tender Prakualifikasi + Tender*
Penyusunan Dokumen Identifikasi 1 bulan 1 bulan
Penyiapan Dokumen PraFS 4 -5 bulan* 4 - 5 bulan*
Kegiatan administrasi AP, VGF, KSPI, Penjaminan
Pemerintah 1 bulan 1 bulan
Prakualifikasi 3 bulan
5 bulan**

Tender 4 bulan
Pembentukan SPV + Penandatanganan PKS 2 — 3 bulan 2 — 3 bulan
Financial Close 3 bulan** 3 bulan**
Total Waktu hingga Financial Close 20 bulan 18 bulan
Konstruksi 12 bulan 12 bulan
Testing and Commissioning 1 bulan 1 bulan
Target COD (1 Bulan) Desember 2024 Desember 2024
Total Waktu Perencanaan hingga Operasional 34 bulan 32 bulan

* Indikasi lini waktu ini hanya bersifat sebagai ilustrasi dan dapat berubah sesuai dengan kondisi di lapangan
** Diasumsikan Staple Financing sudah terlibat sejak awal sehingga bisa mempercepat proses Financial Close.

Kedeputian Bidang Ekonomi J#Kementerian PPN/Bappenas
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Indikasi Lini Waktu KPBU IKN dalam Rangka
Penyediaan Infrastruktur 2024 (Unsolicited)

Unsolicited Prakualifikasi + Tender Prakua;—ﬁ(r;gsigft;-:?%ae?*
Penyiapan Dokumen FS 4 bulan* 4 bulan*
Kegiatan administrasi AP, VGF, KSPI, Penjaminan 1 bulan 1 bulan
Pemerintah
Evaluasi dokumen Pemrakarsa 1 bulan 1 bulan
Market Sounding dan update Dokumen Pemrakarsa 1 bulan 1 bulan
Prakualifikasi 3 bulan

5 bulan*

Tender 4 bulan
Pembentukan SPV + Penandatanganan PKS 2 — 3 bulan 2 — 3 bulan
Financial Close 3 bulan** 3 bulan**
Konstruksi 12 bulan 12 bulan
Testing and Commissioning 1 bulan 1 bulan
Target COD (1 Bulan) Desember 2024 Desember 2024
Total Waktu Perencanaan hingga Operasional | 34 bulan | 32 bulan

* Indikasi lini waktu ini hanya bersifat sebagai ilustrasi dan dapat berubah sesuai dengan kondisi di lapangan
** Diasumsikan Staple Financing sudah terlibat sejak awal sehingga bisa mempercepat proses Financial Close.




Layanan Perizinan Berusaha dan Fasilitas
Investasi Dilakukan melalui Sistem OSS

Hak Akses
Pelaku Usaha

‘!l
i

Akta - AHU

Peta Digital - ATR/BPN

Keterangan:

3| Mekanisme Investasi

Kewenangan Otorita IKN (UU 3/2022)

Persyaratan Dasar
e

N/

KKPR*

Persetujuan
Lingkungan**

PBG dan SLF***

A

N

*) PKKPR diterbitkan otomatis sesuai zonasi/tata ruang IKN

**)  Investasi yang membutuhkan Amdal dapat menggunakan Amdal Kawasan IKN
***) Konstruksi dapat dilakukan secara paralel dengan pengajuan permohonan PBG

G Perizinan Berusaha

Berbasis Risiko

Rendah (R)
NIB

Menengah Rendah (MR)
NIB + Sertifikat Standar
SS

Menengah Tinggi (MT)
NIB + SS Terverifikasi

Tinggi (T)
NIB + Izin (+ SS)

< -
P

0
Eéél?rtas Investasi
o

Super Tax
Deaduction

\ 4

Tax Holiday

II

Pembebasan

Bea Masuk dan
PPN Impor

Direktur Deregulasi Penanaman Modal | Kementerian Investasi/BKPM




S § JO

Pemanfaatan
Ruang

b

Perpajakan &
Retribusi

Hak atas
Tanah (HAT)

s

Perubahan Tata  Ruang/Zonasi  dapat
dilakukan sesuai kebutuhan percepatan
pembangunan IKN berdasarkan Rencana
Induk IKN

Penerbitan PKKPR secara otomatis sesuai
RDTR atau merujuk Rencana Induk IKN

Tarif 0% untuk PPh atas penjualan Tanah
dan/atau Bangunan, BPHTB dan Retribusi
PBG (jangka waktu tertentu)

Pembebasan PPh Perorangan bagi profesi
pendukung layanan dasar dan tenaga
profesional (jangka waktu tertentu)

Penguasaan lahan kepada Otorita IKN dengan
status Aset Dalam Penguasaan yang diberikan
Hak Pengelolaan

Jangka waktu HGB bagi pelaku usaha selama
80 tahun dan dapat diperpanjang

Jangka waktu Hak Pakai: paling lama sesuai
dengan perjanjian pelaku usaha dengan
Otorita IKN

Peralihan HAT properti hunian masyarakat
dapat ditingkatkan dari HGB menjadi Hak
Milik tanpa perlu melibatkan Panitia A

M |

(=

Pelaksanaan
Konstruksi

)

Kepemilikan
Saham dan
KSWP

)
[ o R

il
Penggunaan
Tenaga Kerja

Asing
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Kemudahan Berusaha di Ibu Kota Nusantara

Pelaksanaan konstruksi dapat dilakukan
langsung setelah mendapatkan alokasi lahan
dari Otorita IKN

PMA dikecualikan dari batasan kepemilikan saham
asing dan validasi Konfirmasi Status Wajib Pajak
(KSWP)

1. Jangka waktu TKA : s.d. 10 tahun dan dapat
diperpanjang sesuai perjanjian kerja

2. Dibebaskan dari Dana Kompensasi
Penggunaan TKA (DPTKA) (jangka waktu
tertentu)




Insentif Perpajakan dan Fasilitas di

IKN dan Daerah Mitra (1)

Fasilitas 7ax Holiday

W N

Infrastruktur dan layanan umum?*:

» Pelaksanaan investasi tahun 2022-2035 : 30 tahun

» Pelaksanaan investasi tahun 2036-2045 : 25 tahun

Bangkitan ekonomi**, jangka waktu 20 tahun

Bidang usaha lainnya:

* Pelaksanaan investasi tahun 2022-2035 : 10 tahun

* Pelaksanaan investasi tahun 2036-dst  : 50%

Pendirian/Pemindahan Kantor Pusat dan/atau Kantor

Regional

* 100% untuk jangka waktu 10 Tahun;

» Tarif PPh Badan 6% dari keuntungan neto setelah
jangka waktu 10 Tahun

-

L)
/o
1§

Tidak terdapat batasan nilai
investasi

FasilitassPPN dan PPNBM

Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan
PPnBM serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak
Penjualan Atas Barang Mewah yang tidak dipungut
untuk bidang usaha terkait:

a. infrastruktur dan layanan umum

b. bangkitan ekonomi, serta

c. bidang usaha lainnya.

Tarif 0% PPN untuk pembelian:
a. mesin/peralatan dan bahan untuk keperluan
investasi dari dalam negeri; dan

b. properti (rumah tinggal/rumah susun) atau tempat
usaha.

1738
C|4a| % s
7]8 %
6.5 6-

1123

0|10
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BPHTB dan PPh Penjualan

Insentif Perpajakan dan Fasilitas di
IKN (2)

Fasilitas Super Deduction

Tanah
B s = 1. Pengurangan 200% untuk — .
8 4 ™ pembangunan fasos dan fasum di ¢ 1. Tarif 0% untuk PPh Atas Penjualan
IKN 1) w2 Tanah dan/atau Bangunan: s.d. tahun
2. Pengurangan 350% untuk .; 2032
riset/inovasi 4 2. Pengurangan tarif pajak menjadi 6 %
3. Pengurangan 250% untuk pelatihan W % = Y bagi  Holding ~ Company  yang
- dan vokasi menempatkan dana di  Financial
Center
Fasilitas PPh Pasal 21 dan PPh Fasilitas TPB dan C